
(0271) 8825838 http://dppkbpppa.sragenkab.go.id dppkbpppa.sragen



TIM PENYUSUN
Pengarah 

dr.Y.Agus Sudarmanto, M.Kes

Penanggung Jawab
 Ary Widyatmoko, S.STP

Editor 
Ir.Nanik Sukapti

Penulis Naskah 
Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si

Fitri Ana Rahmawati, S.Sos

Pengolah Data 
Agustina Tri Budi Rahayu, SH

Dyah Nursari, S.Sos
Kris Budi Harjanti,S.Pi

Cover
Emily Liana

Layout 
Zuleyka Alifa Fikriya



Naskah
Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sragen  & Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM
Universitas Sebelas Maret
   
Gambar Kulit 
Emily Liana 
 
Diterbitkan oleh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sragen  Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Kependudukan
dan Gender LPPM Universitas Sebelas Maret  

PROFIL KABUPATEN SRAGEN LAYAK ANAK TAHUN 2024

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,  mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sragen 



KATA PENGANTAR
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak menjadi jawaban atas kesiapan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sragen untuk menopang kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen membulatkan upaya untuk memastikan
pemenuhan hak dan perlindungan bagi Anak terlaksana dalam kerangka perwujudan
Kabupaten Sragen Layak Anak. Kendati bukan perkara yang mudah, mengingat pada
tahun 2023 jumlah anak di Kabupaten Sragen mencapai kurang lebih 23% persen dari
proporsi kumulatif penduduk Kabupaten Sragen pada tahun yang sama. Namun angka
tersebut juga sekaligus menjadi alasan pendorong bagi pemerintah untuk berinvestasi
secara intensif pada pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai aset
pembangunan dengan cara memastikan ketersediaan bermacam indikator
implementasi kota layak anak. 

Profil KLA Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini menggambarkan beberapa dimensi
pembangunan anak di Kabupaten Sragen yang disusun secara faktual dan menyeluruh
dengan menggunakan klaster Pengembangan Kota Layak Anak yang dirilis oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data ini menjadi
sangat krusial sebagai referensi pembuat kebijakan maupun stakeholders terkait anak
untuk menyusun langkah, baik pencegahan, penanganan, maupun penanggulangan
masalah anak di Kabupaten Sragen. Diharapkan publikasi ini dapat melengkapi
berbagai macam publikasi tentang anak lainnya, sehingga pemerintah dan berbagai
dinas maupun lembaga terkait dapat memberikan manfaat lebih optimal terhadap
pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di tiap-tiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga yang mempunyai program pembangunan
anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam target
yang ada dalam Sustainable Development Goals utamanya yang responsif anak.
Publikasi ini juga akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas pemenuhan hak-
hak anak, serta untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah melakukan tugasnya
atas pemenuhan dan perlindungan hak anak. 

ANAK SRAGEN “MAU, MAMPU, DAN BISA”
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak-anak adalah investasi masa depan yang paling berharga bagi negara. Perlindungan,
pendidikan, dan kesejahteraan mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan individu anak-
anak tersebut, tetapi juga pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Anak-
anak adalah penerus generasi yang akan melanjutkan pembangunan negara. Mereka yang akan
mengambil alih berbagai peran dalammasyarakat, pemerintahan, dan sektor ekonomi. Investasi
dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak memastikan bahwa negara
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk melanjutkan
pembangunan yang berkelanjutan. Anak-anak merupakan fase kritis dalam pembentukan
karakter dan moral individu. Melalui pendidikan dan lingkungan yang mendukung, anak-anak
belajar nilai-nilai kejujuran, integritas, kerja keras, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi
fondasi moral bangsa dan menentukan kualitas interaksi sosial serta kehidupan bernegara di
masa depan. Anak-anak masa kini adalah inovator masa depan. Mereka yang akan menciptakan
dan mengembangkan teknologi baru, menemukan solusi untuk masalah-masalah global, dan
mendorong kemajuan ilmiah. Pendidikan yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis
sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkontribusi pada inovasi dan
kemajuan teknologi di masa depan.

Melindungi hak-hak anak adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial
dan menghormati hak asasi manusia. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan,
pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Pemenuhan hak-hak anak mencerminkan
komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Anak-anak yang tumbuh
dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung memiliki potensi untuk menjadi warga
negara yang berkomitmen pada ketahanan nasional. Mereka akan memiliki rasa cinta tanah air,
kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, serta kesiapan untuk berkontribusi pada
pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak yang sehat, terdidik, dan sejahtera akan menjadi
individu yang produktif dan berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Mereka
akan menjadi tenaga kerja yang kompeten, pengusaha yang inovatif, dan warga negara yang
bertanggung jawab. Investasi dalam kesejahteraan anak berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi hak-hak anak
dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas
utama dalam kebijakan dan program pembangunan negara.

Melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Indonesia
mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum
pada pasal 20. Sebagai keberlanjutan hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on
the Rights of the Child/CRC) PBB oleh Indonesia pada tahun 1990, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi kebijakan Kota Layak Anak di tahun 2005.
Konsep Kota Layak Anak (KLA) merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan
lingkungan yang ramah dan mendukung tumbuh kembang anak. Di Indonesia, inisiatif ini telah
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menjadi bagian penting dari upaya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. KLA
berfokus pada penyediaan infrastruktur, layanan, dan kebijakan yang memenuhi kebutuhan
serta melindungi hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Indonesia Layak Anak
(IDOLA) pada tahun 2030 melalui berbagai strategi Intervensi yang ditargetkan mencakup
berbagai aspek, termasuk anak-anak, keluarga, institusi pendidikan, serta lingkungan dan
wilayah, yang akan dilakukan melalui berbagai program seperti Forum Anak, PUSPAGA, daycare,
Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak
(RBRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), Provinsi Layak Anak
(PROVILA), Kota Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan Desa Kelurahan
Layak Anak (DEKELA). Masa depan anak-anak di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sejauh
mana strategi-strategi yang telah dirancang oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara
berkelanjutan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 Ayat
4 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk
melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak
di daerah dengan cara membangun Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia dengan pandangan yang sama,
Pemerintah Kabupaten Sragen hadir menjawab kewajiban dan tanggung jawab tersebut melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak. Perda tersebut menjadi dasar kebulatan komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen
untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Anak di Kabupaten Sragen hingga
mencapai titik kondusif Kabupaten Layak Anak. Mengingat jumlah anak di Kabupaten Sragen
mencapai 28,49 persen dari proporsi kumulatif penduduk Kabupaten Sragen pada tahun yang
sama, menjadikan perkara ini bukan hal yang sederhana dan mudah untuk diatasi. Disisi lain,
angka tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengintensifkan
investasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai aset pembangunan, dengan
memastikan ketersediaan berbagai indikator implementasi kabupaten/kota layak anak
sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen hingga tahun 2023
terdapat beberapa capaian yang layak untuk dicatat dan beberapa permasalahan yang
menuntut atensi lebih, yaitu naiknya angka kasus kekerasan terhadap anak hingga 127 persen,
dari yang sebelumnya 11 kasus di tahun 2022 menjadi 25 kasus di tahun 2023. Namun angka
perkawinan anak yang berada di angka 366 kasus di tahun 2022 berhasil ditekan melalui upaya
pencegahan hingga 113 kasus di tahun 2023. Disamping dua aspek tersebut, capaian
pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen dari indikator lainnya akan
dijabarkan melalui buku profil ini.

Profil Anak Kabupaten Sragen Tahun 2024 ini menggambarkan beberapa dimensi
pembangunan anak di Kabupaten Sragen yang disusun secara faktual dan menyeluruh dengan
menggunakan klaster Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data ini dinilai sangat
penting sebagai referensi para pengambil kebijakan maupun stakeholders terkait anak untuk
menyusun langkah, baik pencegahan maupun penanggulangan masalah anak di Kabupaten
Sragen. Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi berbagai macam publikasi tentang anak



4

lainnya, sehingga pemerintah dan berbagai dinas maupun lembaga terkait dapat memberikan
manfaat lebih optimal terhadap pembangunan anak. Optimalisasi berbagai macam anggaran di
tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga yang mempunyai program
pembangunan anak diharapkan mampu memberikan akselerasi tercapainya berbagai macam
target yang ada dalam Sustainable Development Goals utamanya yang responsif anak. Publikasi
ini juga akan sangat berguna sebagai bahan evaluasi atas pemenuhan hak-hak anak, serta untuk
mengukur sejauh mana pemerintah telah melakukan tugasnya atas pemenuhan dan
perlindungan hak anak.

1.2. Tujuan

Penerbitan publikasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginformasikan
kepada pemerintah, berbagai institusi swasta, dan masyarakat tentang kondisi anak di
Kabupaten Sragen. Adanya data berupa fakta statistik ini sekaligus sebagai masukan dalam
rangka perencanaan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan anak yang telah,
sedang, maupun akan berlangsung secara sistematis dan tepat sasaran. Kondisi anak di
Kabupaten Sragen yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa dimensi yaitu:
Kelembagaan; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya; Perlindungan Khusus; Kecamatan Layak Anak; dan Kelurahan Layak Anak. Metode-
metode baru dalam pengumpulan dan penggunaan data terkait anak akan membantu investasi
sekaligus intervensi program-program pembangunan terkait anak lebih tepat sasaran. Sehingga
berbagai program yang dirancang akan tepat menyasar anak-anak yang sangat rentan dan
sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.

1.3. Sumber Data

Analisis yang disajikan dalam publikasi ini umumnya bersumber dari data yang
diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang berkaitan dengan anak di
Kabupaten Sragen diantaranya data dari:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
2. Kepolisian Resort Sragen
3. Kantor Kementerian Agama Sragen
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen
5. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen
9. Dinas Sosial Kabupaten Sragen
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sragen
14. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen
17. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
18. RSUD dr. Soeratno Gemolong
19. RSUD Sukowati Tangen
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20. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen
21. Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen
22. Camat dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
23. Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sragen
25. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen
26. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Kabupaten Sragen
27. Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender LPPM UNS
28. Forum Anak Sukowati
29. Kementerian PPPA
30. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
31. Data lain dari media cetak dan online

Data juga diperoleh dari data Sekunder berupa: Kabupaten Sragen dalam Angka 2024,
Profil Anak Indonesia Tahun 2023, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, dan Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

1.4. Sistematika Penyajian

Buku ini disajikan dalam sepuluh bab. Pemilihan bab dalam publikasi Profil Sragen
Kabupaten Layak Anak ini berisikan data Tahun 2023 yang disesuaikan dengan lima kelompok
hak anak pada KHA yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden
(Keppres) No. 36 tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Dalam tiap klaster telah ditentukan indikator rinci, namun karena ketersediaan data,
tidak semua indikator yang ada dalam kelompok tersebut dapat disajikan dalam buku ini.
Berikut adalah sistematika penulisannya: Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar
belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, dan sistematika penyajian. Bab kedua
berisi data terpilah anak di Kabupaten Sragen. Bab ketiga kelembagaan Anak di Kabupaten
Sragen. Bab keempat berisi Hak Sipil dan Kebebasan. Bab kelima berisi Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif. Bab keenam berisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Bab
ketujuh berisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya. Bab kedelapan berisi
Perlindungan Khusus. Bab kesembilan Kecamatan Layak Anak. Terakhir, Bab kesepuluh
berisi Desa /Kelurahan Layak Anak.
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BAB II
GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI KABUPATEN LAYAK

ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

2.1. Proporsi Anak Kabupaten Sragen

Dalam 3 tahun terakhir, jumlah anak di Kabupaten Sragen mengalami penurunan di
setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah anak telah mengalami penurunan sebanyak 0,18
persen atau 509 orang anak dari jumlah tahun sebelumnya dimana Kabupaten Sragen tercatat
memiliki 284.149 orang anak yang sekaligus merupakan 28,5 persen dari total jumlah
penduduk di tahun tersebut. Penurunan juga terjadi pada jumlah anak di Kabupaten Sragen
pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,12 persen atau 343 orang anak dari jumlah anak di tahun 2021
yang memiliki proporsi 29 persen dari kumulatif penduduk atau sebanyak 285.001, sehingga
pada tahun 2022 Kabupaten Sragen memiliki 284.658 orang anak atau 28,8 persen dari agregat
penduduk di tahun yang sama. Fenomena tersebut terjadi seiring dengan jumlah penduduk
Kabupaten Sragen yang mengalami penurunan setiap tahunnya sebagai outcome berhasilnya
program pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Gambar 2.1
Jumlah Anak Kabupaten Sragen Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, 2024
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2.2. Data Pilah Komposisi Usia Anak Kabupaten Sragen

Melalui data yang dihimpun BPS Kabupaten Sragen usia anak diklasifikasikan menjadi 4
kelompok, yaitu 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan 15-19 tahun. Berdasarkan data tersebut
kelompok usia 10-14 tahun menjadi pengisi paling banyak dalam komposisi penduduk usia
anak di Kabupaten Sragen. Kemudian diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun di posisi
terbanyak kedua, kelompok usia 5-9 tahun di posisi terbanyak ketiga, dan kelompok usia 0-4
tahun sebagai kelompok usia pengisi komposisi penduduk usia anak paling sedikit. Agak
berbeda, pada tahun 2022 kelompok usia yang menjadi mayoritas pengisi komposisi penduduk
anak di Kabupaten Sragen adalah kelompok usia 15-19 tahun, diikuti oleh kelompok usia 10-14
tahun kemudian kelompok usia 5-9 tahun, dan terakhir kelompok usia 0-4 tahun masih sebagai
yang paling sedikit. Dinamika serupa juga terlihat pada tahun 2023, dimana kelompok usia 15-
19 tahun menjadi mayoritas pengisi komposisi penduduk anak di Kabupaten Sragen, diikuti
oleh kelompok usia 10-14 tahun di peringkat terbanyak kedua, kemudian kelompok usia 5-9
tahun di peringkat terbanyak ketiga, dan terakhir kelompok usia 0-4 tahun sebagai kelompok
usia pengisi komposisi penduduk anak Kabupaten Sragen paling sedikit.

Gambar 2.2
Jumlah Anak Kabupaten Sragen Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2024

Indikator yang dipilah menurut jenis kelamin menjadi salah satu cara mudah untuk
melihat tercapai atau tidaknya suatu target dalam pembangunan anak. Dalam kurun 3 tahun
terakhir dibandingkan proporsi anak perempuan, proporsi anak laki-laki lebih banyak
menyusun komposisi penduduk usia anak di setiap tatanan kelompok usia. Pada tahun 2021
dari total jumlah anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama, anak laki-laki kelompok usia
0-4 tahun merupakan 51,21 persennya, kelompok usia 5-9 tahun 50,95 persennya, kelompok
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usia 10-14 tahun merupakan 51,53 persennya, dan kelompok usia 15-19 tahun merupakan
51,81 persennya. Serupa, pada tahun 2022 anak laki-laki kelompok usia 0-4 tahun memiliki
proporsi 51,17 persen, kelompok usia 5-9 tahun memiliki proporsi 50,94 persen, kelompok
usia 10-14 tahun memiliki proporsi 51,42 persen, dan kelompok usia 15-19 tahun memiliki
proporsi 51,80 persen dari agregat anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama. Begitupun
pada tahun 2023, dimana anak laki-laki kelompok usia 0-4 tahun memiliki proporsi 51,11
persen, kelompok usia 5-9 tahun memiliki proporsi 50,98 persen, kelompok usia 10-14 tahun
memiliki proporsi 51,27 persen, dan kelompok usia 15-19 tahun memiliki proporsi 51,76
persen dari kumulatif anak Kabupaten Sragen pada kriteria yang sama.

2.3. Potret Implementasi KLA Kabupaten Sragen

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
mempertegas komitmen perwujudan Kabupaten Layak Anak dengan menetapkan target
capaian predikat pembangunan KLA berdasarkan hasil evaluasi untuk berada di tingkat Madya
pada tahun 2021-2023 dan di tingkat Nidya pada tahun 2024 dan 2025.

Gambar 2.3
Target Predikat Pembangunan KLA Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Kemenppa membagi Predikat KLA kedalam 6 tingkatan berdasarkan capaian akhir skor
evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan rutin tiap tahun. Predikat tersebut
antara lain:
a. Inisiasi,
b. Pratama dengan skor evaluasi 500-600,
c. Madya dengan skor evaluasi 600-700,
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d. Nindya dengan skor evaluasi 700-800,
e. Utama dengan skor evaluasi 800-900,
f. dan Kota Layak Anak dengan skor evaluasi 900-1000

Sinergitas 4 pilar pembangunan anak yang terdiri dari pemerintah, media massa, dunia
usaha, dan lembaga masyarakat termasuk di dalamnya perangkat daerah lintas sektor yang
tergabung dalam gugus tugas KLA menjadi mata panah untuk keberhasilan pemenuhan target
tersebut.

Gambar 2.4
Capaian Predikat Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2021-2023

Melihat pada rekam jejak capaian predikat dalam Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
maka dapat diketahui bahwa sinergitas 4 pilar pembangunan anak di Kabupaten Sragen telah
berjalan dengan baik dan terus bergerak mengupayakan peningkatan. Pada tahun 2009, 2012,
dan 2013, Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Pratama. Kemudian tahun 2015 dan 2017,
Kabupaten Sragen tidak mendapatkan Predikat. Hingga pada tahun 2019mendapatkan Predikat
Pratama Kembali. Pada tahun 2020 Evaluasi KLA tidak diadakan dan digabung dengan tahun
2021 dengan Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Madya. Pada tahun 2022 terjadi
peningkatan predikat sehingga Kabupaten Sragen mendapatkan Predikat Nindya dengan
capaian skor akhir sebanyak 775,88 poin, dan pada tahun 2023 Kabupaten Sragen berhasil
mencapai predikat Utama dengan skor akhir sebanyak 801,31 poin yang mana mengalami
peningkatan 3,28 persen dari capaian skor tahun sebelumnya. Uraian lebih lanjut terkait
capaian dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sragen di tahun 2023 akan dijabarkan dalam
bab berikutnya.
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BAB III

KELEMBAGAAN

Pada bagian ini akan dijabarkan penyelenggaraan kelembagaan sebagai salah satu
indikator KLA di Kabupaten Sragen. Kelembagaan merujuk pada struktur dan pola hubungan
antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling terkait, yang dapat mempengaruhi
bentuk interaksi antar individu atau antar organisasi yang berada dalam suatu entitas atau
jaringan. Hubungan ini dibentuk dan diatur oleh norma, kode etik, atau peraturan formal dan
informal yang berfungsi sebagai pembatas dan pengikat, serta insentif untuk mendorong
kerjasama dan pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan Kabupaten/ Kota
Layak Anak, kelembagaan ini diwujudkan melalui tiga indikator utama: Peraturan/Kebijakan
Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA), dan Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

3.1. Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Adanya peraturan atau kebijakan daerah mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak
menunjukkan komitmen kelembagaan untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak melalui
pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan adanya peraturan atau kebijakan ini,
sebuah daerah telah membangun dasar yang kuat untuk memastikan hak dan perlindungan
anak-anak terpenuhi di wilayah tersebut. Atas dasar tersebut, Kabupaten Sragen telah memiliki
96 peraturan/kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak di
wilayah Kabupaten Sragen, dimana di dalamnya telah mencakup 5 klaster baik yang bersifat
umum maupun spesifik pada klaster-klaster tertentu. Dari 96 peraturan tersebut, 30 kebijakan
berbentuk Peraturan Daerah, 39 kebijakan berbentuk Peraturan Bupati, 19 kebijakan
berbentuk Keputusan Bupati, dan 8 kebijakan lainnya.

3.1.1 Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak

2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan
Gender

3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Cerdas

4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
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7) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik
Desa

10)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Sragen

11)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif

12)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik

13)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

14)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
15)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
16)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok
17)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen
18)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sragen.

19)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 6 Tahun 2002 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta

20)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat DalamWilayah Kabupaten Sragen.

21)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

22)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2018 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2033

23)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan

24)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan
Dan Keindahan

25)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

26)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

27)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
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28)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan.

29)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Kab
Sragen

30)Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan
Eksploitasi Seksual Komersial Kab Sragen

3.1.2 Peraturan Bupati

1) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama

2) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024

3) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko
Bencana Daerah Tahun 2023-2027

4) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043

5) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting

6) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan
Terhadap Korban Rumah Roboh atau Rusak Karena Bencana Alam dan Non Alam

7) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan
Indikasi Medis Inisiasi Menyusui Dini

8) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirto Negoro Kab. Sragen

9) Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 70 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak
10)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 27 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung

Internet Dan Game Online Di Kabupaten Sragen
11)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen

12)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lumpur
Tinja

13)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Sragen

14)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan
Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19
Di Kabupaten Sragen

15)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 85 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sragen
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16)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 86 Tahun 2017 tentang Penanganan Balita
Pendek (Stunting)

17)Peraturan Bupati No 50 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah
(Saraswati) Kabupaten Sragen

18)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan RSUD Gemolong Kabupaten Sragen

19)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit UmumDaerah dr. Soeratno Gemolong

20)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 43 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit UmumDaerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

21)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan
Stunting Di Kabupaten Sragen

22)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 63 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen

23)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen

24)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 78 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah
Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus Dan Aqcuired Immuno
Deficiency Sindrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-2021

25)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 37 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat Di Kabupaten Sragen

26)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 17 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sragen Tahun 2018-2022

27)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun
Pelajaran 2021/2022

28)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2021 tentang Kawasan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free
Night)

29)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Tahun Pelajaran 2020/2021

30)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen

31)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen

32)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020
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33)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019

34)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 13 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun
Pelajaran 2021/2022

35)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 10 Tahun 2021 tentang Kawasan Hari Bebas
Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free
Night)

36)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Tahun Pelajaran 2020/2021

37)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen

38)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 11 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020

39)Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau
Bentuk Lain Yang Sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019

3.1.3 Keputusan Bupati

1) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 360/402/01.3/2023 Tahun 2023 tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang Banjir dan Tanah Longsor
pada Musim Penghujan Tahun 2023

2) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 260/35/002/2012 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Dewan Perlindungan Anak Kab. Sragen Masa Bakti 2012-2015

3) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 800/283/003/2018 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2018

4) Keputusan Bupati Sragen No. 122 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak
Anak

5) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 482/27.1/002/2011 Tahun 2011 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sragen No. 411.4/09/002/2010 Tanggal 03
Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Website Kota Layak Anak Kabupaten
Sragen

6) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No. 411.4/85.1/002/2011 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Sragen Tahun
2011

7) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 477/106/002/2011 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Strategis 2011 Semua Anak
Kabupaten Sragen Tercatat Kelahirannya
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8) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 426.2/48/002/2012 Tahun : 2012 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 426.2/3/002/2012
tentang Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman
Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini

9) Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 426.2/3/002/2012 tentang Penetapan Tim
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/ Anak dan
Playgroup Kartini

10)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 900/57/002/2012 Tahun 2012 tentang
Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
rangka Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman
Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini Tahun 2012

11)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 443.2 /177/003/2020 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Coronavirus Disease 2019
(Covid-19) Di Kabupaten Sragen

12)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 443.2/207/OO3/2O2O Tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
di Kab. Sragen

13)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 900/85/002/2012 Tahun 2012 tentang
Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan APBD Provinsi Jawa Tengah di
Kabupaten Sragen Tahun 2012

14)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen Tahun No 260/59/002/2012 Tahun 2012 tentang
Penunjukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Forum Anak Sukowati Kab. Sragen Masa
Bakti 2012-2014

15)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.9/59.1/002/2011 Tahun 2011 tentang
Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal Kabupaten Sragen TA. 2011

16)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.9/58.1/002/2011 Tahun 2011 tentang
Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Non Formal

17)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 420/194/002/2011 Tahun 2011 tentang
Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten
Sragen

18)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.2/4.1/002/2011 Tahun 2011 tentang
Penetapan Besarnya Honorarium Konsultan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam rangka penyelenggaraan TK-SD Negeri Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
Kroyo Kabupaten Sragen Tahun 2011

19)Keputusan Bupati Kabupaten Sragen No 421.2/4.2/002/2011 Tahun 2011 tentang
Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
rangka penyelenggaraan TK/ SD Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Gemolong
Kabupaten Sragen Tahun 2011
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3.1.4 Kebijakan Lainnya

1) Surat Edaran Kabupaten Sragen No 360/440/038/2021 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (DUA) Corona virus Disease
2019 di Kabupaten Sragen

2) Surat Edaran Kabupaten Sragen No 360/337/038/2021 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (Empat) Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten sragen

3) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 360/318/038/2021 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi darurat Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen

4) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No 360/303/038/2021 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Zona Merah Penyebaran
Covid-19 Dan Penguatan Posko Ppkm Mikro Kecamatan, Desa Kelurahan Di Kabupaten
Sragen

5) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No 360/182/038/2021 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan
Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan
Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kab. Sragen

6) Instruksi Bupati Kabupaten Sragen No : 360/016/036/2021 Tahun : 2021 tentang
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sragen

7) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 360/002/038/2020 Tahun 2020 Penerapan New
Normal pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen

8) Surat Edaran Kabupaten Sragen No : 154 Tahun : 2020 Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Rangka
Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sragen

Jika diklasifikasikan berdasarkan indikator Kota Layak Anak maka akan tampak seperti
pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Kluster Nomor Hal
Penguatan
Kelembagaan

Perda Kabupaten Sragen
No 9 Tahun 2018

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Keputusan Bupati
No 260/35/002/2012
Tahun 2012

Pembentukan Dewan Perlindungan Anak Kab.
Sragen Masa Bakti 2012-2015

Peraturan Daerah No 9
Tahun 2019

Pengarusutamaan Gender

Keputusan Bupati Sragen
No. 800/283/003/2018
Tahun 2018

Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak
Nasional Kabupaten Sragen Tahun 2018

Keputusan Bupati Sragen
No. 122 Tahun 2016

Pengembangan Kabupaten Layak Anak
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Keputusan Bupati No :
482/27.1/002/2011
Tahun : 2011

Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Sragen No. 411.4/09/002/2010 Tanggal 03
Februari 2010 tentang Pembentukan Tim
Teknis Website Kota Layak Anak Kabupaten
Sragen

Keputusan Bupati
No : 411.4/85.1/002/2011
Tahun : 2011

Pembentukan Panitia Peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) Kabupaten Sragen Tahun
2011

Hak Sipil dan Kebebasan Peraturan Bupati No 70
Tahun : 2017

Kartu Identitas Anak

Peraturan Bupati No 27
Tahun : 2017

Penyelenggaraan UsahaWarung Internet Dan
Game Online Di Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah No 10
Tahun 2011

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Keputusan Bupati
No : 477/106/002/2011
Tahun 2011

Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana
Rencana Strategis 2011 Semua Anak
Kabupaten Sragen Tercatat Kelahirannya

Peraturan Daerah No 12
Tahun 2000

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Peraturan Daerah No 24
Tahun 2003

Perubahan Pertama Peraturan Daerah No 12
Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

Peraturan Daerah No 7
Tahun 2006

Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 12
Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

Hak Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Keputusan Bupati
No : 426.2/48/002/2012
Tahun : 2012

Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Sragen Nomor 426.2/3/002/2012 tentang
Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/
Anak dan Play Group Kartini

Keputusan Bupati Sragen
Nomor 426.2/3/002/2012

Penetapan Tim Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Taman Penitipan Bayi/
Anak dan Playgroup Kartini

Keputusan Bupati
No : 900/57/002/2012
Tahun : 2012

Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
rangka Penyelenggaraan Operasi Dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman
Penitipan Bayi/ Anak dan Playgroup Kartini
Tahun 2012

Hak Kesehatan Dasar
dan Kesejahteraan

Peraturan Bupati Nomor
72 Tahun 2022

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku
Dalam Pencegahan Stunting

Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2022

Penanggulangan CORONAVIRUS Disease
2019

Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2021

Tata Cara dan Indikasi Medis Inisiasi
Menyusui Dini

Peraturan Bupati Nomor
49 Tahun 2021

Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirto Negoro Kab. Sragen

Peraturan Bupati No 5
Tahun : 2021

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen

Surat Edaran No
360/440/038/2021
Tahun : 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 2 (DUA) Coronavirus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen

Surat Edaran No
360/337/038/2021
Tahun : 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4 (Empat) Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten sragen

Surat Edaran
No : 360/318/038/2021
Tahun : 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat pada Kondisi darurat Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen

Instruksi Bupati No : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
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360/303/038/2021
Tahun : 2021

Masyarakat Pada Kondisi Zona Merah
Penyebaran Covid-19 Dan Penguatan Posko
Ppkm Mikro Kecamatan, Desa Kelurahan Di
Kabupaten Sragen

Instruksi Bupati
No : 360/182/038/2021
Tahun : 2021

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan
Pengoptimalan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan
Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian
Penyebaran Covid-19 Di Kab. Sragen

Instruksi Bupati
No : 360/016/036/2021
Tahun : 2021

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk
pengendalian penyebaran coronavirus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati
Tahun : 2021
No : 16

Pengelolaan Lumpur Tinja

Peraturan Bupati No 54
Tahun : 2020

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 33
Tahun : 2020

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru
Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan
Aman Covid-19 Di Kabupaten Sragen

Keputusan Bupati No :
443.2 /177/003/2020
Tahun : 2020

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No : 44
Tahun : 2020

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno
Gemolong

Peraturan Bupati No 43
Tahun : 2020

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi
Prijonegoro Sragen

Surat Edaran No :
360/002/038/2020
Tahun : 2020

Penerapan New Normal pada Saat Pandemi
Covid-19 di Kabupaten Sragen

Surat Edaran No : 154
Tahun : 2020

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pengoptimalan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian
Penyebaran Covid-19 di Kab. Sragen

Keputusan Bupati No
443.2/207/OO3/2O2O
Tahun : 2020

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kab. Sragen

Peraturan Bupati No 30
Tahun : 2020

Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten
Sragen vvv

Peraturan Bupati N0 63
Tahun : 2020

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 54
Tahun : 2020

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 78
Tahun : 2018

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan
Penanggulangan Human Immuno Deficiency
Virus Dan Acquired Immuno Deficiency
Syndrome Kabupaten Sragen Tahun 2017-
2021

Peraturan Bupati No 37
Tahun : 2018

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di
Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 17
Tahun : 2018

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Kabupaten Sragen Tahun 2018-
2022

Peraturan Daerah No 11
Tahun : 2018

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah No 10
Tahun : 2018

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah No 1
Tahun : 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 9 Tahun 2oi2 Tentang
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Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Sragen

Peraturan Daerah No 6
Tahun : 2017

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Daerah No 13
Tahun : 2017

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Bupati No 85
Tahun : 2017

Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di
Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 86
Tahun : 2017

Penanganan Balita Pendek (Stunting)

Peraturan Bupati No 50
Tahun : 2017

Program Jaminan Kesehatan Daerah
(Saraswati) Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah No 6
Tahun : 2016

Penanggulangan Human Immunodeficiency
Virus Dan Acquired Immuno Deficiency
Syndrome

Peraturan Daerah No 3
Tahun : 2014

Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah No 7
Tahun : 2011

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 67
Tahun : 2011

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
Gemolong Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah No 1
Tahun : 2011

Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah No 3
Tahun : 2009

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah No 19
Tahun : 2003

Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di
RSUD Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah No 6
Tahun : 2002

Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
Swasta

Peraturan Daerah No 5
Tahun : 2002

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat
Kesehatan Masyarakat DalamWilayah
Kabupaten Sragen.

Hak Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu
Luang dan Kegiatan
Budaya

Peraturan Bupati Nomor
15 Tahun 2024

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah
Menengah Pertama

Peraturan Bupati Nomor
17 Tahun 2023

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2023/2024

Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2023

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2022

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Peraturan Bupati No 13
Tahun : 2021

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2021/2022

Peraturan Bupati No 10
Tahun : 2021

Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
(Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan
Bermotor (Car Free Night)

Peraturan Bupati No : 11
Tahun : 2020

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2020/2021

Peraturan Daerah No 8
Tahun : 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Bupati No 9
Tahun : 2019

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 9
Tahun : 2019

Pedoman Pemberian Bantuan Operasional
Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama Di Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati No 11
Tahun : 2019

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang
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Sumber: JDIH Kabupaten Sragen

Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020

Peraturan Daerah No 13
Tahun : 2018

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2033

Peraturan Daerah No 8
Tahun : 2018

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Bupati No 35
Tahun : 2018

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang
Sederajat Tahun Pelajaran 2o18/2o19

Keputusan Bupati
No : 900/85/002/2012
Tahun : 2012

Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Bidang
Pendidikan APBD Provinsi Jawa Tengah di
Kabupaten Sragen Tahun 2012

Keputusan Bupati Tahun
No : 260/59/002/2012
Tahun 2012

Penunjukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
Forum Anak Sukowati Kab. Sragen Masa
Bhakti 2012-2014

Keputusan Bupati No :
421.9/59.1/002/2011
Tahun : 2011

Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan
Kualifikasi ke S1 Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal
Kabupaten Sragen TA. 2011

Keputusan Bupati
No : 421.9/58.1/002/2011
Tahun : 2011

Penetapan Penerima Bantuan Kesejahteraan
Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Non Formal

Keputusan Bupati No :
420/194/002/2011
Tahun : 2011

Penetapan Tim Manajemen Bantuan
Operasional Sekolah Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen

Keputusan Bupati No :
421.2/4.1/002/2011
Tahun : 2011

Penetapan Besarnya Honorarium Konsultan,
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam rangka penyelenggaraan TK-SD Negeri
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Kroyo
Kabupaten Sragen Tahun 2011

Keputusan Bupati No :
421.2/4.2/002/2011
Tahun : 2011

Penetapan Besarnya Honorarium Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
rangka penyelenggaraan TK/ SD Sekolah
Bertaraf Internasional (SBI) Gemolong
Kabupaten Sragen Tahun 2011

Hak Perlindungan
Khusus

Keputusan Bupati nomor
360/402/01.3/2023

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Angin Kencang Banjir dan Tanah Longsor
pada Musim Penghujan Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor
61 Tahun 2023

Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2023-
2027

Peraturan Bupati Nomor
30 Tahun 2022

Pemberian Bantuan Terhadap Korban Rumah
Roboh atau Rusak Karena Bencana Alam dan
Non Alam

Peraturan Daerah No 11
Tahun : 2019

Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Peraturan Daerah No 3
Tahun : 2018

Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran
Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah No 5
Tahun : 2017

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Perda Nomor 7 Tahun
2014 .

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan
Orang Kab Sragen

Perda Nomor 4 Tahun
2012

Perlindungan Anak Kab Sragen

Perda Nomor 2 Tahun
2008

Kesetaraan Difabel Kab Sragen

Perda Nomor 3 Tahun
2006

Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial
Kab Sragen
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3.2. Anggaran Pembangunan Kabupaten Layak Anak



24



25



26



27

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Berdasarkan perincian tersebut maka dapat diketahui bahwa anggaran KLA Kabupaten
Sragen sebesar Rp190.100.814.430.

3.3. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sebagai wujud komitmen pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten
Sragen telah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah terlatih Konvensi Hak
Anak (KHA) dan berfungsi sepenuhnya di kelembagaan dan 5 klaster KLA sesuai dengan melalui
SK Bupati No. 800/69/01.3/2023. Pertemuan Gugus Tugas KLA 4 kali dalam 1 Tahun dan
optimalisasi Gugus Tugas KLA 1 kali.
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3.4. Kemitraan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak diperlukan koordinasi dan kerjasama
yang mutual antar stakeholder lintas sektor yang turut melibatkan unsur pentahelix, seperti
lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
di wilayah Kabupaten Sragen tahun 2023 tak luput dari campur tangan kemitraan ketiga unsur
tersebut. Bersama dengan perangkat daerah dengan kewenangan terkait kerjasama secara
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sinergis untuk mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Tabel berikut ini,
menjelaskan tentang peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Sragen tahun 2023.
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BAB IV

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak sipil dan kebebasan anak adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling terkait
dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hak sipil mengacu pada hak-hak yang
melindungi individu dari campur tangan negara atau pihak lain dalam kehidupan pribadi dan
kebebasan dasar mereka. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan
berekspresi, hak untuk adil diadili, dan hak atas privasi. Sementara itu, kebebasan anak adalah
konsep yang menekankan hak-hak yang spesifik untuk anak-anak sebagai individu yang perlu
dilindungi dan dihormati. Ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan,
hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berekspresi
dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam banyak negara, hak sipil dan kebebasan anak dilindungi oleh undang-undang
nasional dan internasional. Misalnya, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa adalah perjanjian internasional yang menetapkan standar hak anak yang harus
dihormati oleh semua negara yang telah meratifikasinya. Di Indonesia klaster ini berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Kabupaten Sragen mematenkan tekad
perlindungan dan pemenuhan hak tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati Kabupaten
Sragen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak, dan Peraturan Bupati Kabupaten
Sragen Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game
Online Di Kabupaten Sragen.

4.1. ANAK DIREGISTRASI DAN AKTA KELAHIRAN

4.1.1. Cakupan Anak Diregistrasi dan Memiliki Akta Kelahiran

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sragen Tahun 2022-2023
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Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sragen Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

Persentase kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebesar
98,69 persen, meningkat 0,15 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 98,54 persen.
Dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, Kecamatan Sukodono memiliki cakupan kepemilikan
akta kelahiran terbesar yaitu 99,40 persen di tahun 2023 dengan Kabupaten Gesi sebagai
kecamatan yang memiliki cakupan kepemilikan akta kelahiran terbesar di tahun 2022 yaitu
99,10 persen. Sebaliknya, pada tahun 2023 Kecamatan Plumpuh menjadi kecamatan dengan
cakupan kepemilikan akta kelahiran terkecil yaitu 97,41 persen dengan Kecamatan Masaran
sebagai kecamatan cakupan kepemilikan akta kelahiran terkecil pada tahun 2022 yaitu sebesar
97,09 persen,

4.1.2. Program Kepemilikan Akta Kelahiran

Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran,
kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang
berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
lainnya merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59. Berikut
dokumentasinya:
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Dokumentasi Kegiatan Jebol Perekaman Akte,KIA Dan E KTP Di Yayasan Disabilitas Fajar
Indah Gondang

Selain kegiatan di atas, Kabupaten Sragen memiliki inovasi dalam rangka percepatan
kepemilikan akta kelahiran yaitu:

1. PELANDUK POS. Dengan hadirnya program Pelanduk Pos ( Pelayanan Antar Jemput
Dokumen Adminduk Melalui Pos) ini, masyarakat yang jauh dari pusat layanan tidak
perlu lagi jauh jauh datang ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk
mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan sebab melalui pelanduk
pos ini masyarakat cukup di rumah maka dokumen administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang diajukan dikirim melalui PT Pos Indonesia setelah masyarakat
mengajukan pendaftaran secara online dengan smartphone/ android melalui aplikasi
Pandu Online.

2. SIANTON. Program SIANTON ( Sistem Antrian On/Off-line), pada awalnya digagas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka yang lebih
baik, efektif dan efisien, sebab setelah selesai melakukan pendaftaran secara online
lewat website: https://sianton.dukcapil.sragenkab.go.id, masyarakat akan mendapatkan
kepastian hari apa dia harus hadir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
mendapatkan pelayanan. Pada intinya melalui program SIANTON ini tujuannya untuk
memberikan kepastian tentang pelayanan kepada masyarakat secara langsung atau
tatap muka, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak perlu antri
berlama-lama karena sudah diberikan informasi tentang hari kehadiran setelah dia
mendaftar secara online melalui website: https://sianton.dukcapil.sragenkab.go.id.

3. Lantera Lahir dan mati dapat akta ( mengurus akte kelahiran dan kematian yang mudah
di RSUD Gemolong ) deskripsi Inovasi dalam data dukung

4. STARLA (Program penerbitan sertifikat tanda kelahiran, akta kelahiran, kartu
keanggotaan BPJS beserta paket produk asih bagi setiap bayi yang dilahirkan di RSUD dr.
Soeratno Gemolong.)
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4.1.3. Kemitraan Anak Diregistrasi dan Memiliki Akta Kelahiran

Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan kemitraan antar PD dalam percepatan
kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu:
1. Kerjasama Percepatan akta dan KIA dengan beberapa lembaga / dunia usaha
2. Guru melaporkan ke Dinas pendidikan ada anak didik yang belum mempunyai akte,

kemudian dinas pendidikan koordinasi dengan Dinas PPKBPPPA. DPPKBPPPA
memfasilitasi Ke Dinas Capil

4.2.FASILITAS INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

4.2.1. Ketersediaan Layanan ILA

Kabupaten Sragen memiliki 11 lembaga penyedia layanan ILA dalam bentuk 5
perpustakaan umum, 3 perpustakaan keliling, 2 pojok baca, dan 1 taman cerdas. Setiap lembaga
layanan ILA memiliki produk masing-masing baik itu dalam bentuk Buku, KIE, maupun Aplikasi
dengan beraneka ragam aktivitas. Sehingga pada akhir tahun 2023 tercatat lembaga layanan
ILA Kabupaten Sragen telah memiliki anggota sebanyak 24.874 orang anak.

Lembaga Layanan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Sragen

No Nama Lembaga Alamat Jenis
Produk

Aktivitas Anggota
Anak

1. Perpustakaan
Umum Kabupaten
Sragen

Jalan Raya Sukowati
Barat No 15 D Sine, Kec.
Sragen, Kab. Sragen, Jawa
Tengah 57213 Telp
(0271) 892721

BUKU,
KIE,
Aplikasi

Layanan Khusus Anak, Bercerita,
Mendongeng, Bernyanyi
Bersama, Senam Ceria,
Menonton Film Edukatif,
Perpustakaan Digital iSragen

19.326

2. Perpustakaan
Umum Kecamatan
Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No. 90
Gemolong, Sragen 57274

BUKU,
KIE,
Aplikasi

Layanan Khusus Anak, Bercerita,
Mendongeng, Bernyanyi
Bersama, Senam Ceria,
Menonton Film Edukatif,
Perpustakaan Digital iSragen

1.582

3. Perpustakaan
Umum Kecamatan
Gondang

Jl. Wisma Praja No. 1
Gondang, Sragen 57254

BUKU,
KIE,
Aplikasi

Layanan Khusus Anak, Bercerita,
Mendongeng, Bernyanyi
Bersama, Senam Ceria,
Menonton Film Edukatif,
Perpustakaan Digital iSragen

1.113

4. Perpustakaan
Umum Kecamatan
Jenar

Jl Tangen - Jenar KM 8
Jenar, Sragen 57256

BUKU,
KIE,
Aplikasi

Layanan Khusus Anak, Bercerita,
Mendongeng, Bernyanyi
Bersama, Senam Ceria,
Menonton Film Edukatif,
Perpustakaan Digital iSragen

508

5. Perpustakaan Deso
Puro "BUKUKU
GURUKU"

Jl. Dewi Sartika, Puro,
Kec. Karangmalang, Kab.
Sragen, Jawa Tengah
57222

BULISA (Buku Keliling Desa),
BUJAYA (Buku Menjadi Karya)
untuk anak dan remaja, BUIMAS
(Buka Internet untuk
Masyarakat), layanan
perpustakaan setiap hari dan
wisata literasi

2.345

6. Perpustakaan
Keliling Armada AD
9582 LE

Jl. Raya Sukowati Barat
No 15 D Sine, Kec.
Sragen, Kab. Sragen, Jawa

Buku,
KIE

Perpustakaan Keliling
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Tengah 57213 Telp.
(0271) 892721

7. Perpustakaan
Keliling Armada
1094 XE

Jl. Raya Sukowati Barat
No 15 D Sine, Kec.
Sragen, Kab. Sragen, Jawa
Tengah 57213 Telp.
(0271) 892721

Buku,
KIE

Perpustakaan Keliling

8. Perpustakaan
Keliling Armada AD
1095 XE

Jl. Raya Sukowati Barat
No 15 D Sine, Kec.
Sragen, Kab. Sragen, Jawa
Tengah 57213 Telp.
(0271) 892721

Buku,
KIE

Perpustakaan Keliling

9. Taman Cerdas
Sukowati

Jalan Raya Dr. Sutomo,
Kebayan 1, Sragen Kulon,
Kec. Sragen, Kab. Sragen,
Jawa Tengah 57213

BUKU,
KIE

10. Pojok Baca BI
Corner (Bank
Indonesia Corner)

Jl. Raya Sukowati Barat
No 15 D Sine, Kec.
Sragen, Kab. Sragen, Jawa
Tengah 57213 Telp.
(0271) 892721

BUKU,
KIE,
Aplikasi

11. POCADI (Pojok
Baca Digital)

Jalan Raya Dr. Sutomo No
5, Kebayan 1, Sragen
Kulon, Kec. Sragen, Kab.
Sragen, Jawa Tengah
57213

BUKU,
KIE,
Aplikasi

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Dari 11 lembaga ILA tersebut, 3 diantaranya telah terstandarisasi PISA (Pusat Informasi
Sahabat Anak) yaitu Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen, Perpustakaan Umum Kecamatan
Gemolong, dan Perpustakaan Umum Kecamatan Gondang.

Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kabupaten Sragen, 2024 Sertifikat PISA Perpustakaan Umum
Kabupaten Sragen

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen, 2024
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Perpustakaan Umum Perpustakaan Umum
Kecamatan Gemolong

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen, 2024

Sertifikat PISA Perpustakaan Umum
Kecamatan Gemolong

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen, 2024

Perpustakaan Umum Kabupaten Gondang
Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kabupaten Sragen, 2024

Sertifikat PISA Perpustakaan Umum
Kecamatan Gondang

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sragen, 2024

4.2.2. Program Penyelenggaraan ILA

Kabupaten Sragen memiiki beberapa inovasi layanan ILA yaitu:

1. Inovasi Layanan ILA LA BUDI
2. Inovasi LABA TAWA
3. Inovasi LA KETAN
4. Inovasi NASI TAGEN
5. Inovasi RAKA BACA

4.2.3. Kemitraan Penyelenggaraan ILA

Kabupaten Sragen telah memiliki kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan
fasilitas informasi layak anak, yaitu :

1. Perpustakaan menyediakan layanan PERLING ke Sekolah, Panti, bentuk kerjasama
antara Dinas Arsipus dan Dinas Pendidikan serta Kemenag

2. Dinas Arsipus sebagai Penyedia Taman Baca di Taman Cerdas Sukowati yang dikelola
Dinas Perkim

3. Dinas Kominfo sebagai penyedia jaringan Internet di I Sragen yang dikelola ARSIPUS,
WEB site yang dikelola DInas PPKBPPPA
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4.3.PELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK

4.3.1. Program Pelembagaan Partisipasi Anak

Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas
bagi Forum Anak Kecamatan Sragen yaitu:
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4.3.2. FORUM ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Sragen telah mengikutsertakan Forum Anak Sragen dalam Musrenbang di
setiap tingkatan. Berikut dokumentasinya:
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BAB V

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pengertian lingkungan keluarga berasal dari dua kata, yaitu lingkungan dan keluarga. J.
P. Chaplin (Yusuf, 2000) mengemukakan bahwa “lingkungan merupakan keseluruhan aspek
atau fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi perkembangan individu. Sementara, Joe
Kathena (Yusuf, 2000) mengemukakan bahwa “lingkungan merupakan segala sesuatu yang
berada di luar individu yang meliputi fisik dan sosial budaya”. Lingkungan ini merupakan
sumber seluruh informasi yang diterima individu melalui alat inderanya yaitu penglihatan,
penciuman, pendengaran, dan rasa. Ada banyak lingkungan yang mempengaruhi perkembangan
individu, antara lain yaitu lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya (peer group), dan
masyarakat. Lingkungan pertama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu
adalah lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdapat dalam masyarakat di dunia yang
memiliki peranan penting dalam upaya mendidik seorang anak serta memiliki keluarga batih
(nuclear family) maupun keluarga luas (extended family) yang ditandai dengan adanya
hubungan darah atau satu garis keturunan. Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri
atas ayah, ibu dan anak, sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa
keluarga batih.

Berdasarkan hal tersebut, lingkungan keluarga merupakan tempat dimana pertama kali
setiap individu belajar dan diajarkan tentang berbagai macam pengetahuan baik cara
berkomunikasi, sopan santun, kebudayaan serta segala hal yang dapat membentuk suatu
kepribadian dan kebiasaan setiap individu dapat dilihat dari lingkungan keluarganya. Jika
seorang anak pengasuhannya dilaksanakan oleh keluarga sedarah (extended family), orang tua
angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan demi kepentingan terbaik bagi anak hal tersebut disebut sebagai Pengasuhan
Alternatif.

Perwujudan Kota Layak Anak Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
dinilai dengan beberapa indikator antara lain: Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan
Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga,
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), Standardisasi Lembaga
Pengasuhan Alternatif, dan Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di
Ruang Publik.

5.1. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan
pelanggaran terhadap hak asasi anak. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
mengatur batas usia laki-laki dan perempuan diperkenankan menikah menjadi sama yaitu
harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, menjadikan praktik perkawinan anak
juga salah satu bentuk pelanggaran hukum. Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih
dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan harus disertai adanya bukti-bukti
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pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka
yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada
semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek
psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU
16/2019) sehingga dispensasi kawin tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga
atau orang tua.

5.3.1 Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Pada tahun 2023 terjadi toal 113 kasus perkawinan anak dimana mayoritas korban
adalah anak perempuan atau sebesar 82,30 persen dari keseluruhan total kasus. Dari 20
Kecamatan di Kabupaten Sragen, kecamatan dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak
adalah Kecamatan Tangen dengan 23 kasus perkawinan anak dimana 3 orang anak laki-laki dan
20 orang anak perempuan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah kasus perkawinan anak paling
sedikit adalah Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sragen dengan nol kasus perkawinan anak.

Gambar 5.1
Jumlah Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen Tahun 2023

NO KUA KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Gemolong 1 5 6

2 Gesi 0 1 1

3 Gondang 0 0 0

4 Jenar 1 1 2

5 Kalijambe 0 5 5

6 Karangmalang 2 4 6

7 Kedawung 1 11 12

8 Masaran 1 3 4

9 Miri 2 5 7

10 Mondokan 1 16 17

11 Ngrampal 2 1 3

12 Plupuh 1 4 5

13 Sambirejo 1 1 2

14 Sambungmacan 1 4 5

15 Sidoharjo 1 3 4

16 Sragen 0 0 0

17 Sukodono 1 3 4

18 Sumberlawang 1 4 5
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NO KUA KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

19 Tangen 3 20 23

20 Tanon 0 2 2

JUMLAH 20 93 113

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 2024
Berdasarkan data jumlah permohonan dispensasi, terdapat 262 dispensasi kawin di

Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dengan Kecamatan Mondokan menjadi kecamatan dengan
jumlah permohonan dispensasi kawin terbesar dengan 25 pengajuan dan Kecamatan Gesi
menjadi kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terkecil dengan 6
permohonan.

Gambar 5.2
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Sragen

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 2024
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5.3.2 Dampak Perkawinan Anak

Dampak perkawinan anak yang dirasakan secara multiaspek dan lintas generasi,
menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu tantangan dalam pembangunan sumber
daya manusia. Anak yang terjebak dalam perkawinan dini menerima kerugian fisik, psikis, dan
sosial ekonomi yang menghambat perkembangan diri mereka. Ketika seharusnya usia mereka
memberikan mereka keleluasaan untuk mengeksplor minat dan potensi dalam mewujudkan
mimpi mereka, namun karena terikat dalam perkawinan yang prematur mengakibatkan mereka
harus mengemban tanggung jawab yang melanggar privilege hak anak mereka. Beberapa
dampak tersebut antara lain:
1) Dampak Pendidikan

Perkawinan anak memiliki korelasi yang nyata dengan tingkat pendidikan yang berhasil
didapat oleh Anak, baik itu menjadi penyebab anak melakukan pernikahan dini, maupun
menjadi dampak karena anak telah menikah dini. Kecenderungan anak yang telah menikah
tidak melanjutkan pendidikan didasarkan pada rasionalitas karena mereka harus mencari
nafkah dan mengurus rumah tangga. Berdasarkan data Susenas 2018, anak yang menjadi
korban perkawinan anak memiliki kemungkinan 4x lebih kecil untuk menyelesaikan SMA
dibandingkan dengan yang menikah di atas 18 tahun. Padahal tingkat pendidikan yang rendah
berpengaruh mempersulit dalam memperoleh penghasilan yang layak karena tidak memiliki
kompetensi atau keahlian khusus yang dicari oleh pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut akan
memicu menjamurnya kemiskinan struktural, yang juga dapat dikatakan sebagai
melanggengkan kemiskinan.
2) Dampak Kesehatan

Perkawinan anak meningkatkan risiko kematian pada ibu dan bayi yang dilahirkan.
Dampak pada anak laki-laki yaitu ketika perkawinan anak terjadi hormon testosteron mereka
belum matang sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas sperma dan fungsi kemampuan
berpikir serta pengendalian emosional. Sedangkan, pada perempuan yang hamil di bawah 20
tahun beresiko terkena kanker leher rahim, keracunan kehamilan karena tekanan darah tinggi,
dan kejang. Selain itu, mereka cenderung akan mengalami kesulitan dalam proses persalinan,
rentan terkena anemia dan perdarahan pasca persalinan yang dapat berujung kematian, serta
rawan mengalami depresi post partum. Sedangkan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan
yang cenderung ditutup-tutupi maka keselamatan ibu dan bayi akan lebih beresiko karena tidak
mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Dan apabila mereka
melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman sehingga dapat
membahayakan keselamatan dan kesehatan organ reproduksi ibu sampai pada kematian.

Tidak berhenti sampai disitu, perkawinan usia anak juga memiliki dampak antar generasi.
Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko
kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia
1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia
dua puluh tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang
lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi.
3) Dampak Kesejahteraan

Perkawinan anak berdampak pada tingkat kesejahteraan anak. Anak yang telah menikah
secara tergesa gesa tanpa persiapan yang matang cenderung memiliki kesejahteraan hidup yang
lebih rendah dibandingkan rekan sebayanya yang menikah ketika dewasa. Hal tersebut
dikarenakan perkawinan anak membawa pengaruh secara ekonomi dan sosial. Dampak
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ekonomi seringkali muncul ketika anak usia 14 - 16 tahun menikah, hal tersebut dikarenakan
mereka belum mapan secara finansial dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka secara
mandiri. Mayoritas kasus pada perkawinan anak, pembiayaan ekonomi terkait kebutuhan
rumah tangga mereka masih ditanggung oleh keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki
(suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka
juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif
turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan
terbentuk. Selain itu, perkawinan usia anak menjadikan anak lebih rentan terhadap tindak
kejahatan eksploitasi dan human trafficking. Ini dikarenakan mereka memiliki tanggungan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka padahal mereka tidak memiliki kualifikasi untuk
mendapat pekerjaan yang layak karena harus putus sekolah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi
kualitas hidup anak di kemudian hari.

Perkawinan anak juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat
menghambat anak dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal. Anak yang sudah menikah
akan dianggap sudah dewasa, terutama dalam lingkungan sosial. Sehingga apabila mereka tidak
mampu beradaptasi dengan baik maka tak jarang akan mendapatkan diskriminasi dari
masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Padahal meskipun telah menikah, usia anak tetap
anak. Mereka masih membutuhkan waktu dan ruang untuk berkembang dan menjadi dewasa
secara penuh. Anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak akan berisiko
mengalami kekerasan dan perlakuan salah, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan, menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak berkualitas, rentan
mengalami diskriminasi serta memiliki status sosial yang rendah. Pengantin anak memiliki
peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hal ini
dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam
menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan
timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami
oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

5.3.3 Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk
melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan
usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa
yang lebih unggul” (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU 16/2019). Sebagai jawaban atas tuntutan
tersebut, sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan 12 kegiatan
yang sekaligus bermitra dengan perangkat daerah lintas sektor, lembaga masyarakat, dunia
usaha, dan media massa sebagai upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota
Surakarta. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Kegiatan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kota Surakarta Tahun 2022
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Sumber: Evaluasi KLA, 2024

Gambar 5.3
Kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.4
Kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.5
Posyandu Remaja

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.4
FGD Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Ada inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Sragen
yaitu dengan membentuk Tim Penggerak Sebaya dengan Surat Keputusan Bupati. Tim
Penggerak Sebaya mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan pelaporan kasus yang ditemui.
Sosialisasi dilakukan di sekolah, teman sebaya, komunitas, teman bermain dsb, serta bisa
melalui media sosial seperti IG, Tiktok, FB maupunWhatsap Group.

5.2. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang
Tua/Keluarga

Kabupaten Sragen telah memiliki lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi
dengan baik (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah). Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Lembaga Konsultasi Keluarga
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Sumber: Evaluasi KLA, 2024

Gambar 5.5
Kegiatan Lembaga Konsultasi Keluarga di Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.6
Workshop tentang Kita

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.7
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.8
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.9
Sosialisasi LK3

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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5.3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

PAUD-HI merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak
tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan,
serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD-HI dilakukan secara simultan,
sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh
kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai
generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kabupaten Sragen telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang ditetapkan melalui
Keputusan Sekretaris Kabupaten Sragen Nomor 900/345/01.3/2022 tentang Pembentukan
Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Sragen Masa Bakti
2022-2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan PAUD HI di
Kabupaten Sragen antara lain:

Gambar 5.10
Pelatihan KHA

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.11
Pelatihan KHA

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
Dalam penyelenggaraan PAUD HI Kabupaten Sragen membentuk kemitraan dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Kemitraan PAUD HI

Sumber: Evaluasi KLA, 2024
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Gambar 5.12
Kegiatan Kemitraan dengan TK Pembina Karangmalang

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



64

Gambar 5.13
Kegiatan Kemitraan Pengenalan Profesi

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

5.4. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau
pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional
Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor
30 tahun 2011. Kabupaten Sragen telah mengupayakan standarisasi dengan rincian sebagai
berikut:

Selain itu, telah dibentuk kemitraan lintas sektor diantaranya:

1. Dinas Sosial sebagai Pendamping LKS/LKSA/Panti dengan adanya SK TIM Lembaga
Koordinasi Kesejahteraan Sosial

2. Kemenag Sebagai pendamping Pesantren dan juga menyelenggarakan
3. Dinas Pendidikan / sekolah, memastikan anak2 dipanti atau Pesantren mendapatkan

pendidikan
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4. DKK / puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan anak
5. Dinas Arsipus menyediakan layanan Informasi melalui layanan perling (perpustakaan

keliling)
6. Bapas sebagai pendamping ABH yang direhab di LPKS
7. Lembaga Muhammadiyah sebagai penyelenggara LKSA, Pesantren dsb

5.5. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

5.5.1. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang
dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain
dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan.
RBRA harus menjadi ruang yang tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi
keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual,
intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. Pengembangan ruang
bermain ramah anak berdasar pada prinsip gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk
anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat.

Berikut beberapa RBRA di Kabupaten Sragen:

Gambar 5.14
Alun-Alun Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.15
RBRA Krido Ango

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.16
RBRA Edupark Gemolong

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.17
Taman Sukowati

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.18
GOR Diponegoro

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024



68

Gambar 5.19
PKA GOR Diponegoro

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.20
RBRA Taman Tiara Sachari

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
Kabupaten Sragen memiliki Inovasi dalam penyelenggaraan RBRA yaitu :
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Layanan Taman Baca Sukowati (Laba Tawa) adalah salah satu sarana wisata edukasi
yang sangat potensial menjadi sarana rekreasi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 43
Tahun 2007, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Rekreasi
untuk meningkatkan kecerdasan inilah yang menjadi inti dari wisata edukasi di perpustakaan.

Layanan Taman Baca Sukowati merupakan sebuah Bus Tua tahun 80-an yang sudah tak
layak pakai untuk perpustakaan keliling bumi sukowati yang ditempatkan di Taman Sukowati
Sragen. Bus tersebut sudah di rebranding sehingga layak untuk dijadikan sarana rekreasi
masyarakat dan pelayanan perpustakaan di Taman Sukowati. Laba Tawa memberikan
kemudahan akses literasi bagi masyarakat yang sedang menikmati fasilitas Taman Sukowati
Sragen.

5.5.2. Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS)

Rute Aman dan Selamat Dari dan Ke Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang
dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat.
Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara
aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta
kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas
selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah. Beberapa program RASS yang diusung
Kabupaten Sragen antara lain:

Gambar 5.21
Program RASS Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.22
Bus Sekolah Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

Gambar 5.23
Bus Sekolah Cadangan

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.24
Jalur Aman Bersekolah

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
Selain itu, terdapat dua inovasi besutan Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Romantis Sukowati adalah Robot edukasi tentang keselamatan lalu lintas yang
memudah masy, sekolah memperoleh informasi tentang cara berlalu lintas, ttg
keselamatan lalu lintas melalui link sebagaimana data dukung terlampir

2. KMSK Pelajar dan Pemuda Sukowati adalah kelompok masyarakat sadar keselamatan
lalu lintas, terdiri dari pelajar dan pemuda yang bertujuan sebagai pelopor
keselamatan ..sosialisasi ke sekolah, luring maupun daring.

Gambar 5.25
Aplikasi Romantis Sukowati

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 5.26
Kegiatan Program RASS Kabupaten Sragen

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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BAB VI

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

WHO 1974 mendefinisikan kesehatan dasar sebagai suatu keadaan sejahtera sempurna
yang lengkap, meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Derajat kesehatan masyarakat
suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya kesehatan yang meliputi sarana
kesehatan, tenaga kesehatan, kefarmasian, dan pembiayaan kesehatan. Mengingat setiap anak
tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan
terintegrasi, dengan jaminan sosial dan standar hidup yang tertinggi baik dalam hal fisik,
spriritual, moral, dan sosial. Sehingga layanan kesehatan yang diperuntukan bagi anak dalam
menunjang kesejahteraan mereka haruslah berkelanjutan, quality oriented, aksesibel,
terjangkau, dan acceptable.

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak berdasar kepada Klaster IV maka
terdapat 6 indikator yang harus dipenuhi, yaitu persalinan di fasilitas kesehatan; status gizi
balita; pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; fasilitas
kesehatan dan pelayanan ramah anak; akses air minum dan sanitasi yang layak; dan kawasan
tanpa rokok dan tidak ada iklan promosi dan sponsor rokok.

6.1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

6.1.1. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024
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Persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan
baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1
tahun dikali 100 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Sragen telah memiliki
capaian 100 persen pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan selama 2 tahun berturut-turut.
Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk mencapai
posisi tersebut sembari terus meningkatan kualitas cakupan persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes) antara lain:
1) Memastikan semua ibu hamil periksa di fasyankes sesuai jadwal sampai nanti ibu

melahirkan
2) Kader ikut memantau bumil dan mengingatkan ibu tersebut untuk periksa secara rutin

sesuai jadwal
3) Memastikan ibu terlindungi dengan jaminan kesehatan sehingga saat melahirkan tidak

memikirkan lagi biaya
4) Memberikan KIE pada ibu hamil tanda- tanda persalinan sehingga terhindarkan "mbrojol"

di rumah
5) Kunjungan rumah oleh bidan desa pada bumil yg belum datang untuk periksa

SK Penunjukan Puskesmas Rujukan Layanan Ibu Hamil dan Bayi
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

6.1.2. Cakupan Kepemilikan Buku KIA

Cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Sragen dalam 3 tahun terakhir telah
mencapai angka 100 persen. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai angka
tersebut sembari terus meningkatkan kualitas cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten
Sragen yaitu melalui KIE Pemanfaatan Buku KIA. Setiap ibu hamil yg datang ke fasyankes utk
melakukan pemeriksaan wajib diberikan buku KIA, RS, klinik dan PMB bisa mendapatkan buku
KIA dari puskesmas setempat atau mengajukan permintaan ke DKK serta adanya sosialisasi
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dari tenaga kesehatan, kader kesehatan, kader posyandu tentang pentingnya buku KIA sebagai
dokumen untuk pemeriksaan

Gambar 6.6
Cakupan Kepemilikan Buku KIA di Kota Sragen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

KIE Pemanfaatan BUKU KIA di Puskesmas
Karangmalang

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten
Sragen, 2024

KIE Pemanfaatan BUKU KIA di Puskesmas
Masaran

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten
Sragen, 2024
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6.1.3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Gambar 6.9
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Sragen dalam 2 tahun terakhir telah
mencapai angka 100 persen. Imunisasi dilaksanakan di Posyandu maupun Puskesmas untuk
mempermudah akses bagi masyarakat, dan juga sosialisasi penyadaran pentingnya imunisasi
oleh kader kesehatan dan posyandu melalui pertemuan PKK dan Posyandu, Sweeping Imunisasi

Sweeping Imunisasi Puskesmas Masaran
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024
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6.1.4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Gambar 6.11
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development
goals (SDGs) pada tahun 2030 adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang
dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neo natal
setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Bergerak dengan semangat yang sama,
hingga akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Kesehatan dan
perangkat daerah berwenang telah berhasil memenuhi tujuan tersebut. Sehingga pada tahun
2022, Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat sebesar 11,19 per 1.000 KH. Angka tersebut telah
berhasil melampaui target SDGs tahun 2030 dan berada dibawah AKB Nasional yang berada
pada angka 16,85 per 1000 KH. Namun apabila dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya,
angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 0,19 poin. Sebagai upaya untuk kembali menekan
angka kematian bayi di Kabupaten Sragen Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan
Optimalisasi Pokjatab GSIB, Pembinaan Satgas GSIB, dan Upaya2 yang sudah dilakukan Dinas
Kesehatan sebagaimana Dokumen Upaya dalam lampiran pendukung kelas ibu hamil, p4k, desa
siaga dsb
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6.1.5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Gambar 6.13
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sragen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Apabila target SDGs pada tahun 2030 untuk AKB adalah sebesar 12 per 1.000 Kelahiran
Hidup (KH), maka target SDGs untuk Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100.000 KH. Pada
tahun 2023. Kabupaten Sragen masih belum mampu memenuhi target tersebut dengan capaian
137,61 per 100.000 KH yang mana mengalami kenaikan 12,56 persen dari tahun 2022. Upaya
yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk menekan angka tersebut
antara lain:
1) Semua kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal dengan harapan tidak ada

kematian ibu dengan kasus kematian serupa.
2) Semua puskesmas telah mempunyai USG
3) Semua puskesmas telah mendapatkan pendampingan dr ahli (mendatangkan kasus ke

puskesmas dan lanjut diskusi kasus)
4) Setiap bumil ditargetkan mempunyai asuransi/jaminan Kesehatan
5) Jumlah PONED bertambah dari 5 puskesmas menjadi 13 puskesmas
6) Ibu hamil dengan KEKmendapatkan PMT
7) Deteksi preeklampsia dengan Buku KIA revisi terbaru
8) Pemantauan ibu hamil melalui aplikasi E Kohort
9) Konsultasi dengan SpOG binaan via WA
10) Pertemuan rutin dengan penanggung jawab program ibu puskesmas
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11) Mengikuti pertemuan via zoom dalam rangka penyampaian materi tentang kesehatan ibu
yang diadakan oleh Kemenkes dan provinsi yang diikuti penanggungjawab program
kesehatan ibu tk kabupaten, puskesmas dan bidan desa.

Dalam pengupayaan kesehatan ibu dan Anak di Kabupaten Sragen, kemitraan yang terbentuk
antara lain:
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Selain beberapa upaya yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan memiliki 17 program
inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI di Kabupaten Sragen. Inovasi tersebut antara lain:
1) Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Sragen (Tim

ini terdiri dari berbagai unsur ) sistem kerja sebagaimana data terlampir
2) Inovasi Perut Bunder Seperti data terlampir
3) Inovasi Gardu Cinta sebagaimana data terlampir

Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024
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Kelas Catin dalam Inovasi Gardu Cinta
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Inovasi Perut Bunder
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024
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6.2. Status Gizi Balita

Promosi keluarga sadar gizi bertujuan agar norma keluarga sadar gizi bagi seluruh
keluarga di indonesia dapat terimplementasi dengan optima, sehingga dapat mencegah
terjadinya masalah-masalah gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Dalam
mengukur prevalensi gizi balita tersebut maka terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu
berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan.
Pada tahun 2022, prevalensi gizi kurang (underweight) nasional berada pada angka 17,1 persen,
prevalensi gizi lebih (overweight) berada pada angka 3,5 persen dan prevalensi stunting berada
pada angka 21,6 persen. Prevalensi gizi lebih dan stunting mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya. Namun prevalensi gizi kurang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Angka
tersebut akan digunakan sebagai patokan capaian upaya Pemerintah Kabupaten Sragen untuk
memperbaiki status Gizi Balita di Kabupaten Sragen.

6.2.1. Gizi Kurang

Gambar 6.25
Prevalensi Gizi Kurang di Kabupaten Sragen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Prevelensi anak balita dengan masalah gizi kurang (underweight) di Kabupaten Sragen
pada tahun 2023 sebanyak 11,3 persen. Nilai tersebut berada dibawah angka nasional yaitu
17,1 persen dan konstan dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut upaya yang telah
dilakukan Dinas Kesehatan yaitu :
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6.2.2. Gizi Lebih

Prevalensi Gizi Lebih di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Persentase anak balita dengan masalah gizi lebih pada tahun 2023 sebesar 2,6 persen.
Jumlah tersebut berada dibawah angka nasional, yaitu 3,5 persen namun lebih besar dari tahun
sebelumnya yaitu 2,1 persen.
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6.2.3. Stunting

Gambar 6.28
Prevalensi Stunting di Kabupaten Sragen

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun di
Kabupaten Sragen pada tahun 2023 tercatat sebesar 10 persen. Angka tersebut berhasil ditekan
dari tahun sebelumnya sebanyak 1,4 persen. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan yaitu:
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6.3. Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Terpenuhinya PMBA usia di bawah 2 tahun dalam penyelenggaraan Klaster III
Kabupaten Layak Anak diukur berdasarkan persentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, persentase
Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ketersediaan Ruang ASI. ASI eksklusif adalah ASI yang
diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau
mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI (PP 33/2012).
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6.3.1. Cakupan ASI Eksklusif

Cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Sragen pada tahun 2023 mencapai angka 71,26
persen. Nilai tersebut berada di atas angka nasional, yaitu 72,04 persen (BPS, 2023) dan lebih
besar daripada tahun sebelumnya yaitu 67,80 persen. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas
Kesehatan untuk dapat sampai pada posisi tersebut yaitu :
1. Meningkatkan cakupan IMD ( Inisiasi Menyusu Dini )
2. Pemberian Edukasi pentingnya ASI eksklusif pada ibu hamil
3. Diterbitkannya Peraturan Bupati tentang ASI eksklusif
4. Pelatihan Konseling Menyusui pada tenaga kesehatan
5. Pembentukan Motivator ASI pada kader Posyandu

Kelas Balita
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024
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6.3.2. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kabupaten Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, 2024

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah merupakan awal mula seorang ibu memberikan asi
kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah
satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (“susu pertama”), yang kaya akan
faktor protektif (zat kekebalan tubuh). Persentase cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Kabupaten Sragen pada tahun 2023 telah mencapai angka 73,60 persen. Nilai tersebut masih
berada di bawah angka nasional, yaitu 82,70 persen namun lebih besar daripada tahun
sebelumnya, yaitu 73,42 persen. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk
meningkatkan cakupan IMD antara lain:

1) Edukasi pentingnya IMD pada ibu hamil di kelas ibu hamil
2) Pemberian Edukasi pentingnya ASI eksklusif pada ibu hamil
3) Diterbitkannya Peraturan Bupati tentang ASI eksklusif
4) Pelatihan Konseling Menyusui pada tenaga kesehatan
5) Pembentukan Moivaor ASI pada kader Posyandu

6.3.3. Ketersediaan Ruang ASI

Sebaran ketersediaan Ruang ASI di Kabupaten Sragen yang terdapat di tempat kerja
pada selama tiga tahun terakhir berturut turut telah mencapai angka 59,89 persen. Untuk
kantor kecamatan dan kantor kelurahan semuanya telah memiliki ruang ASI/laktasi dengan
persentase 50 persen.
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6.4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak (PRAP) adalah upaya pengadaan
fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan
penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kabupaten Sragen memiliki 25 puskesmas yang seluruhnya telah menerapkan
Pelayanan Ramah Anak sesuai instruksi Bupati Sragen melalui Keputusan Bupati Nomor
800/524/003/2018 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat Ramah Anak Kabupaten Sragen.
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Dalam pengembangan PRAP Kabupaten Sragen telah bermitra lintas sektor dalam
evaluasi dan monitoring.
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6.5. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses terhadap air minum dan sanitasi layak merupakan hak asasi setiap manusia yang
telah ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2010. Dengan terjaminnya kepemilikan
akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak maka kesehatan dasar dari masyarakat pun
turut terjamin, yang mana dapat mendorong penurunan angka stunting dan menurunkan
jumlah kasus permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi. Dengan tujuan tersebut, Pemerintah
Daerah Kabupaten Sragen telah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenisnya
bagi rumah tangga melalui upaya pengelolaan air curah pada SPAM. Pada tahun 2023 dari 208
desa, 139 desa diantaranya telah terlayani PDAM Sragen atau setara dengan 66,83 persen. Data
dari Aplikasi si Cika Cakupan air layak Kabupaten Sragen pada tahun 2023 adalah 88,24%.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mensosialisasikan upaya peningkatan akses air
bersih.
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Sanitasi Kabupaten Sragen pada tahun 2023mencapai angka 87,74 persen.
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6.6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan,
tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan
umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah).
Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP nomor 109
tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau
bagi kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat
normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap
produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau.
Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh, (termasuk iklan langsung
atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri
rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok
untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat
adiktif berupa tembakau (PP nomor 109/2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi
penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan
pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Dalam mengimplementasikan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sragen,
terutama untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak Klaster III tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dan Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok, maka Kabupaten Sragen
telah mencapai angka 100 persen untuk faskes dan fasilitas pendidikan pada tahun 2023.
Sedangkan untuk fasum telah mencapai 92,5 persen pada tahun 2023.
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BAB VII

PENDIDIKAN, PEMANFAATANWAKTU LUANG, DAN
KEGIATAN BUDAYA

Pendidikan merupakan faktor tak terpisahkan yang menentukan kualitas sumber daya
manusia. Menjadi perkara yang fundamental mengingat Anak kelak menjadi generasi penerus
bangsa yang akan mengambil alih roda pembangunan negara. Untuk mendukung pembangunan
pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut peraturan tersebut
menjelaskan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal
adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur Pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Menyadari vitalnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaksanakan
berbagai upaya dalam menjalankan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak konstitusi Anak dalam menikmati pendidikan. Pada bab ini, pembahasan
akan berfokus pada kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di
lingkungan Kabupaten Sragen, berikut strategi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah
untuk mendukung pemenuhan hak tersebut. Pokok bahasan akan meliputi Wajib Belajar 12
Tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), dan Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan
Rekreatif Ramah Anak di Kabupaten Sragen.

7.1. Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga
negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah,
yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan
pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah
bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus
sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang
SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Sebagai langkah mewujudkan pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun dan pencegahan
penanganan ATS, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki prosedur pendampingan anak putus
sekolah yaitu dalam menangani APS maupun ATS yaitu dengan menjaring anak2 tersebut
melalui pendamping PKH Kementerian Sosial melalui KPM dan RT/RW , di analisis
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permasalahan di lapangan, kemudian data diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan
untuk dikembalikan ke sekolah baik formal maupun non Formal (PKBM). Tim penanganan anak
putus sekolah Kabupaten Sragen telah terbentuk melalui Keputusan Bupati Nomor
800/310/01.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten
Sragen Tahun 2023.

Rapat Desk Hasil Tracing ATS Kabupaten Sragen 2023
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, 2024
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7.2. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal,
nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus
bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.
Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan
kondisi BARIISAN: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dalam
pengelolaan SRA Kabupaten Sragen telah memiliki Fasilitator Daerah melalui Keputusan
Sekretaris Daerah Nomor 400.2.4/80/01.3/2024 tentang Penetapan Fasilitator Daerah Satuan
Pendidikan Ramah Anak Kabupaten Sragen.
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7.2.1. PAUD/TK/RA Sederajat

Persentase SRA untuk Paud/TK/RA sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai
angka 100%. Dimana terdapat 703 PAUD/sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor
420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten
Sragen Tahun 2023 terdapat 701 PAUD, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 2 RA yang sudah
Ramah Anak.

7.2.2. SD/MI Sederajat

Persentase SRA untuk SD/MI sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka
100%. Dimana terdapat 404 SD/MI sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor
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420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten
Sragen Tahun 2023 terdapat 395 SD, baik negeri maupun swasta yang sudah Ramah Anak, dan
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 9 MI yang sudah
Ramah Anak.

7.2.3. SMP/MTs Sederajat

Persentase SRA untuk SMP/MTs sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka
100%. Dimana terdapat 80 SMP/MTs sederajat yang telah berstatus SRA. Dengan perincian
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor
420/187.1/04/2023 tentang Penetapan Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak Kabupaten
Sragen Tahun 2023 terdapat 92 SMP, baik negeri maupun swasta, dan berdasarkan Keputusan
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah Ramah Anak terdapat 8 MTs maupun MTsN
yang sudah Ramah Anak.

7.2.4. SMA/SMK/MA Sederajat

Persentase SRA untuk SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai
angka 100%. Dimana terdapat 21 SMA/SMK/MA yang telah berstatus SRA dengan perincian 7
SMA, 5 SMK, dan berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Raudlatul Athfal dan Madrasah
Ramah Anak terdapat 9 MAmaupun MAN yang sudah Ramah Anak.

7.2.5. SLB Sederajat

Persentase SRA untuk SLB sederajat di Kabupaten Sragen sudah mencapai angka 100%.
Dimana terdapat 7 SLB swasta dan 1 SLB negeri.

Berikut beberapa kegiatan yan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen
terkait pengembangan SRA :
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Inovasi SD Unggul Yaitu Sekolah Unggul pada dasarnya adalah sekolah yang efektif.
Pengembangan keunggulan berdasar kekhasan potensi ekonomi, sosial dan budaya daerah
setempat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar dalam perspektif
pembangunan nasional. Karenanya harus mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam rangka
terwujudnya Sekolah Unggul di setiap Kecamatan di Kabupaten Sragen. Kegiatan integrasi SD
Unggul merupakan kolaborasi antara Sekolah Penggerak, Sekolah Berkarakter, Sekolah Sehat,
Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusi. Kegiatan integrasi melibatkan
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan secara intensif. Dengan
adanya kegiatan yang terintegrasi ini diharapkan terwujud Sekolah Unggul yang sehat, ramah
anak dan berkarakter, Grand Design sebagaimana terlampir.

7.3. Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif Ramah Anak

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal
31 KHA menegaskan “negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk
bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk
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berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Sehingga telah menjadi
kewajiban bagi pemerintah untuk menjadi ketersediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas,
dan rekreatif yang ramah anak. Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang
disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi
media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat
maupun dunia usaha.

7.3.1. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Kabupaten Sragen memiliki 4 Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang tersebar di berbagai
lokasi strategis dan telah memiliki SK yaitu Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sragen Nomor 430/82.1.016/2020 tentang Penunjukan Pusat
Kreativitas Anak (PKA). PKA tersebut antara lain:

1) Taman Sukowati
2) Taman Krido Anggo
3) Taman Edu Park
4) GOR Diponegoro
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7.3.2. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen Nomor
VII/PD-DMI/SK/II/2023 tentang Daftar Masjid Ramah Anak Kabupaten Sragen, Kabupaten
Sragenmemiliki 25 Masjid Ramah Anak, yaitu:
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BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

Pada bagian ini akan dijabarkan upaya perlindungan khusus bagi anak yang telah
dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2023. Perlindungan khusus adalah
perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, seperti anak yang berhadapan
dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban
penculikan; penjualan; perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak
dengan disabilitas; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam bab ini akan
diuraikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan
perlindungan khusus bagi anak, yang meliputi pencegahan dan penanganan perlindungan
khusus

8.1. Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus

8.1.1 MekanismeMonitoring dan Evaluasi Perlindungan Khusus

Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Mekanisme tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Meskipun beberapa
mekanisme tidak secara tersurat menyebutkan khusus untuk anak, namun terintegrasi pada
mekanisme penanganan perlindungan khusus. Mekanisme perlindungan khusus bagi anak di
Kabupaten Sragen telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi 15 jenis AMPK melalui
pelibatan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga masyarakat terkait yang concern
terhadap isu perlindungan anak.

Mekanisme Monev Perlindungan Anak dilaksanakan oleh P2TP2A dengan melibatkan
jejaring dengan kegiatan Rakor PPT, Adanya evaluasi di PKSAI sesuai mekanisme pencegahan
dan penanganan kasus anak, Rakor P2TP2A dilaksanakan 3 x dalam 1 Tahun , ditambah dengan
rakor insidentil sesuai situasi kondisi

Gambar 8.1
Mekanisme Pelayanan Perlindungan Khusus Bagi Anak

Kabupaten Sragen
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Sumber : P2TP2A Kabuaten Sragen, 2024

Gambar 8.2
Rakor P2TP2A Kabupaten Sragen

8.1.2 Program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) terkait dengan Perlindungan khusus

Dalam mendukung upaya pelayanan perlindungan khusus bagi anak, Kabupaten Sragen
memiliki program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi
anak dimana pelaksanaanya dalam bentuk sosialisasi, roadshow, pemberian layanan konseling, rapat
koordinasi, trauma healing, pelatihan manajemen kasus, evaluasi manajemen kasus, dan
psikoedukasi. . Untuk anak-anak ABH baik pelaku, korban maupun saksi ada pendampingan dari
Dinas PPKBPPPA, Dinas Sosial, BAPAS untuk perlindungan Hak-haknya dan pemenuhan Hak-
haknya, Anak HIV ada shelter dan pemeriksaan Rutin oleh KPA ( Bagian Kesra Setda Kab Sragen).
Anak Disabilitas ada bantuan khusus untuk anak2 disabilitas dsb, Forum Disabilitas/ Forum Remaja
dan juga adanya lembaga pelayanan perlindungan anak diantaranya P2TP2A, PKSAI, KPA yang
dalam pengelolaan pemerintah sebagai bukti bahwa ada program terkait perlindungan khusus sesuai
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Gambar 8.3
Kegiatan terkait Perlindungan Khusus Bagi Anak
Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Gambar 8.4
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 8.5
Pendampingan Sidang ABH

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 8.6
Reunifikasi

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 8.7
Bimbingan Sosial Anak Disabilitas
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 8.8
Evaluasi Program kerja P2TP2A

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 8.9
Peksos Go To School

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024
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8.1.3 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Pemerintah

Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh pemerintah merupakan salah satu
bukti nyata strategi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan khusus bagi
anak. Kabupaten Sragen memiliki beberapa lembaga penyedia layanan perlindungan khusus
yang dilakukan Pemerintah, berikut adalah penjelasannya :

Gambar 8.10
Peran Lembaga Layanan dalam Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

8.1.4 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan perlindungan khusus
bagi anak, merupakan hal sudah semestinya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk LKS
(Lembaga Kesejahteraan Sosial), pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa lembaga kesejahteraan
sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

Di Kabupaten Sragen terdapat lebih dari 2 lembaga penyedia layanan perlindungan
khusus oleh masyarakat yaitu : Yayasan Spasi (HIV Aids) , Komnas Anak, Forum Buah Hati
(untuk penyandang Disabilitas), Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (Napza). Mengacu pada
Undang-undang nomor 86/HUK/2010 Organisasi dan Tata Kerja dan berdasarkan Keputusan
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Menteri Sosial No. 31 HUK/2012 tentang penunjukkan lembaga rehabilitasi Sosial dan Korban
penyalahgunaan NAPZA sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Yayasan Lentera
Bangsa Indonesia yang sejak tahun 2017 telah melakukan aktivitas pembinaan, perlindungan,
pemulihan dan edukasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Sementara selain YLBHI di Sragen juga ada Komnas Anak kabupaten Sragen dan yayasan SPASI,
yaitu Yayasan Panguripan Sukowati, sebuah LSM yang bergerak dalam penanganan anak
dengan HIV AIDS.

Tabel 8.1

Daftar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus oleh Masyarakat

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

8.1.5 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Terstandarisasi

Terdapat 6 lembaga Perangkat Daerah penyedia layanan perlindungan khusus yang
sudah sesuai dengan standar ramah anak sebagaimana mandat Pasal 3, PP 78/2021 tentang
Perlindungan Khusus bagi Anak, yaitu :
1) PKSAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif)
2) P2TP2A Kabupaten Sragen (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak )
3) PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
4) Pamardi Siwi

Selain itu, terdapat 4 lembaga penyedia layanan perlindungan khusus oleh lembaga
masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak, yaitu:
1) SPASI
2) Yayasan KAKAK
3) Yayasan Lentera Bangsa
4) Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

8.1.6 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan
dari jaringan kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi
untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai
ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran
masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan
perlindungan kepada anak. Di Kabupaten Sragen , PATBM diimplementasikan dalam bentuk Pos
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang berada di 20 kecamatan dan
hampir 208 Desa dan kelurahan.
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8.1.7 Sarana dan Prasarana Perlindungan Khusus

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tugas lembaga penyedia layanan perlindungan
khusus bagi anak, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyediakan beraneka ragam sarana
dan prasarana pendukung. Diantaranya:
1) Mobil Perlindungan (Molin)
2) Motor Perlindungan (Torlin)
3) Rumah Perlindungan anak
4) Ruang Bermain anak
5) Ruang Pelayanan (konsultasi dan konseling)
6) Ruang Privat
7) Telepon
8) Mesin FAX

9) Perahu Karet,

10) Perahu Aluminium,

11) Tenda,

12) Telepon,

13) Toilet Portable,

14) Mobil Rescue,

15) TRC

Gambar 8.11
Mobil Perlindungan (Molin)

Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024

Gambar 8.12
Rumah Perlindungan Anak

Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024

Gambar 8.13
Rumah Singgah

Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024

Gambar 8.14
Perahu Karet

Sumber: Evaluasi Kla Sragen 2024
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8.1.8 SDM Pelayanan Perlindungan Khusus bagi Anak

Terdapat total 27 SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Mediator, dan tenaga layanan, serta
lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja
dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA,
Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan
terkait anak lainnya.

Tabel 8.2
Jumlah SDM Perlindungan Khusus terlatih KHA, Manajemen Kasus, dan Kebijakan Anak

Sumber : Evaluasi KLA, 2024
8.2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Perlindungan Khusus

8.2.1. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Menyamakan persepsi, anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan
fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana
dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak
korban kekerasan. Kabupaten Sragen berkomitmen agar anak korban kekerasan dan eksploitasi
mendapatkan layanan, mulai dari tahap laporan; penampungan sementara; rehabilitasi
kesehatan; pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill); standar hidup layak (fisik,
spiritual, mental, moral, dan sosial anak); bantuan hukum; pemulangan dan reunifikasi keluarga;
pengasuhan alternatif; dan reintegrasi sosial (lanjutan).
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Tabel 8.3

Data Layanan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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Dalam menyediakan layanan penanganan bagi kasus-kasus tersebut, Pemerintah
Kabupaten Sragen membentuk kemitraan dengan perangkat daerah lintas sektor dan lembaga
masyarakat sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.4
Kemitraan dalam Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

No Perangkat Daerah (PD) Jenis Layanan (Sebutkan)
1 PUSPAGA Layanan Rujukan Keluarga

Layanan Sosialisasi
Layanan Penjangkauan
Layanan Konseling

2 P2TP2A Pelayanan satu atap maupun berjejaring atau
bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait
dengan penanganan kekerasan pada perempuan
dan anak

3 PKSAI Layanan bagi Anak di PKSAI
Rujukan Penanganan dan Advokasi di PKSAI
Penyelenggaraan Data dan Informasi di PKSAI
Penjangkauan Anak di PKSAI
Reintegrasi Sosial di PKSAI

4 DISKOMINFO SP KIE, Sosialisasi, dan Promosi Perlindungan Khusus
Anak dan Pencegahan Segala Bentuk Kekerasan
pada Anak melalui Radio Anak Konata

5 Dinas Kesehatan beserta Rumah Sakit,
Puskesmas se Kabupaten Sragen

Layanan Medis bagi Anak Korban Kekerasan dan
Eksploitasi

6 Kepolisian Resort Layanan Pengaduan dan Perlindungan bagi Anak
Korban Kekerasan dan Eksploitasi

7 BAPAS Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Pelaku
8 Pengadilan Negeri Layanan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dan

Eksploitasi
10 Yayasan KAKAK Layanan Pendampingan dan Penjangkauan bagi

Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi sebagai
Lembaga Swadaya Masyarakat dengan isu ESKA

11 Yayasan SPASI LSM peduli AIDS

12 Komnas Anak Kabupaten Sragen Komisi perlindungan anak

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

8.2.2. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA)

Kabupaten Sragen telah memiliki Data pekerja anak dilakukan dengan pendataan anak
tidak Sekolah (ATS), kemudian dilakukan skrining sesuai kebutuhan anak untuk mendapat
layanan baik kesehatan oleh puskesmas maupun RSU, Rehabilitasi dan Reunifikasi oleh Dinas
Sosial, Pendidikan melalui Dinas Pendidikan baik formal maupun non formal (PKBM), bantuan
hukum apabila tersangkut ABH oleh P2TP2A, Pengasuhan Alternatif dimasukan panti maupun
LPKS. Berdasarkan data base tersebut, maka dapat dilakukan langkah strategis berikutnya,
yakni dengan menyusun berbagai alternatif kebijakan dalam upaya mengentaskan pekerja anak
yang terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Mekanisme
penanganan anak yang bekerja antara lain:
1) Melibatkan perusahaan ataupun tempat yang digunakan anak untuk bekerja.
2) Dinas ketenagakerjaan melakukan pendataan anak-anak yang dipekerjakan dalam BPTA.
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3) Pendekatan kepada orang tua, anak, dan keluarga.
4) Penarikan anak.
5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak dilakukan melalui SOP
sebagai berikut :

Gambar 8.15

SOP Pekerja Terburuk Bagi Anak

8.2.3. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, perlindungan khusus
bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan,
pendampingan, serta pemulihan. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui
upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Sedangkan perlindungan khusus
bagi anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,
pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pada peraturan tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib
mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak
dengan HIV dan AIDS. Berikut adalah data :
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Gambar 8.16
Anak yang Mendapat Layanan Terkait Penanggulangan NAPZA

Sumber: Evaluasi KLA 2024
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Pemerintah Kabupaten Sragen Membentuk kemitraan antar Perangkat Daerah (PD)
dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi,
penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV, yaitu:

Gambar 8.17
Kemitraan dalam Pelayanan bagi Anak Korban HIV/AIDS

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024

8.2.4. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak, Perlindungan
Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:
1) Anak yang menjadi pengungsi;
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2) Anak korban kerusuhan;
3) Anak korban bencana alam; dan
4) Anak dalam situasi konflik bersenjata.
5) Anak korban bencana sosial;
6) Anak korban bencana non alam; dan
7) Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan lembaga masyarakat menyediakan
fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Fasilitas tersebut berupa :
1) Form pendataan
2) Mekanisme koordinasi
3) Kelompok relawan peduli anak
4) Shelter yang aman
5) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak
6) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
7) Makanan yang sesuai usia anak
8) Pengisian waktu luang bagi anak
9) Ketersediaan fasilitas belajar
10) Layanan Psikososial/ penguatan motivasi
11) Pemenuhan kebutuhan spesifik anak
12) Fasilitas belajar
13) Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen
berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang
terkena dampak bencana alam di Kabupaten Sragen yang tertuang dalam pakta
integritas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sragen Juga telah membentuk
kemitraan antar Perangkat Daerah (PD), LSM, dan dunia usaha dalam pencegahan dan
penanganan anak korban bencana dan konflik.
8.2.5. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, KelompokMinoritas, dan Terisolasi

Sesuai dengan PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pelaksanaan
perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:
a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
b. Pemenuhan kebutuhan khusus
c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh

mungkin dan pengembangan individu
d. Pendampingan sosial

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi dilakukan
melalui penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana prasarana termasuk didalamnya
menyediakan aksesibilitas yang diperlukan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk
memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk
pencatatan kelahiran ada mekanisme untuk AKTE dan KIA maupun Kependudukan lainnya
a. Akses pendidikan adanya SOP ATS dan APS dan adanya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat)
b. Akses Kesehatan adanya jaminan Kartu Indonesia Sehat untuk Nasional untuk Daerah

adanya Kartu Saraswati
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c. Kabupaten Sragen memiliki Perda HAM yang menjamin Kebebasan Berbudaya, beragama
dan Berkeyakinan

d. Adanya pendampingan dalam pengasuhan yang diselenggarakan PKSAI maupun Puspaga

Di Kabupaten Sragen tidak ada anak yang terisolir secara budaya, dan wilayah , anak - anak
minoritas di Kabupaten Sragen adalah anak dengan HIV, Anak Deportan dan Anak Napiter ,

a. Anak- anak Deportan mendapat pelayanan pencatatan AKTA dan KK bersama kedua orang
tuanya, dan mereka awalnya tidak sekolah akhirnya bisa kembali sekolah

b. Anak- anak dengan HIV mendapat Jaminan Kesehatan dan Jaminan pendidikan

Disamping telah menyiapkan sistem perlindungan khusus untuk memastikan anak-
anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi terpenuhi haknya dan tidak
mendapat kekerasan, Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah memastikan pemberian
kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, melalui :
1) Pelibatan dalam Forum Anak
2) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
3) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
4) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
5) Lainnya, penyediaan aksesibilitas fasilitas publik

8.2.6. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Kabupaten Sragen memiliki program/ kegiatan terkait pencegahan dan penanganan
komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Pelaksanaan sistem pencegahan
dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan oleh
Satpol PP Kabupaten Sragen. Kegiatannya adalah berupa kegiatan Peksos Go to school, yaitu
dalam rangka mencegah terjadinya perilaku sosial yang menyimpang tentang kenakalan
remaja, kekerasan dsb, dan untuk mekanisme penangannya sama dengan AMPK lain, hanya
perlakuan sesuai kebutuhan.

8.2.7. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi
(Khusus Pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12
tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu
indikator dalam pemenuhan perlindungan khusus perwujudan Kabupaten Layak Anak adalah
penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan
dengan hukum melalui diversi. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan, mekanisme
diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana
diproses di luar pengadilan anak. Kabupaten Sragen telah menerapkan pendekatan keadilan
restoratif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi.
Berdasarkan data dari Bapas Kabupaten Sragen di tahun 2023, terdata sebagai berikut :
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Lembaga penegakan hukum juga telah menyediakan fasilitas khusus anak, sehingga
tidak ada anak yang penanganannya digabung dengan orang dewasa baik itu pada proses
penyidikan, penuntutan, maupun penjalanan hukuman.

Gambar 8.18
Ruang Konseling Anak

Sumber: Polres Sragen , 2024

Gambar 8.19
Ruang Konseling Anak

Sumber: Polres Sragen , 2024

Gambar 8.20
Ruang Tunggu Pengadilan untuk Anak
Sumber: Pengadilan Negeri Sragen, 2024

Gambar 8.21
Ruang Tahanan Anak

Sumber: Pengadilan Negeri Sragen 2024
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ABH juga mendapat bantuan hukum. Berikut ini adalah daftar ABH yang mendapatkan
bantuan hukum di Kabupaten Sragen.

Tabel 8.5
Data ABH yang Mendapat Bantuan Hukum

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sragen, 2024

8.2.8. Pelayanan bagi Anak Korban Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan
terkait Kondisi Orang Tuanya

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mampu melindungi anak dari stigmatisasi
dan pelabelan negatif terkait kondisi orangtua mereka. Sesuai PP 78/2021 tentang
Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:
1) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme
2) Konseling tentang bahaya terorisme
3) Rehabilitasi sosial
4) Pendampingan sosial
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Sedangkan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi
dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling,
rehabilitasi sosial, dan pendampingan Sosial. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan
anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme,

Gambar 8.22
Sosialisasi Eksistensi NKRI

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

Gambar 8.23
Kemah Budaya

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

Gambar 8.24
Bupati Mengajar tentang NKRI

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024

Gambar 8.25
Bupati Mengajar tentang NKRI

Sumber: Evaluasi KLA Sragen 2024
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BAB IX

KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)

Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA) merupakan salah satu pondasi
terwujudnya pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. KELANA adalah kecamatan yang
mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan
perlindungan anak. Indikator KELANA tidak jauh berbeda dengan indikator pelaksanaan
Kabupaten/ Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 klaster, perbedaan terletak pada lokus
pelaksanaan yang berfokus pada tingkat kecamatan. Indikator tersebut antara lain: Forum Anak
dan Kelompok Anak; Kepemilikan Akta Lahir; Penanganan Anak Korban Kekerasan;
Perkawinan Anak; Status Gizi; Kawasan Tanpa Rokok; Pengadaan RBA Dan ILA Serta Layanan
Konsultasi Keluarga; Dan Status Pendidikan. Selain itu, untuk kelembagaan terdapat
kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, yang seluruhnya telah
mengimplementasikan penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak, sehingga persentase
terselenggaranya Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Sragen telah mencapai angka 100
persen. Dalam bab ini akan diuraikan perihal upaya dan capaian 20 kecamatan di Kabupaten
Sragen dalammewujudkan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak pada tahun 2023.

9.1. Kelembagaan dan Forum Anak Kecamatan

Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen, 100% telah memiliki forum anak
kecamatan sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak..

Tabel 9.1
Forum Anak di Tingkat Kecamatan

NO KECAMATAN NAMA KEBIJAKAN

1 SRAGEN SK Camat Sragen No 441.5 / 18 / 056 / 2022

2 MASARAN SK Camat Masaran No 463.1 / 05 / 060 / 2022

3 SIDOHARJO SK Camat Sidoharjo No 427 / 04 / 059 / 2022
4 KEDAWUNG SK Camat Kedawung No 463.1 / 04 / 057 / 2022
5 KARANGMALANG SK Camat KarangMalang No 460 / 226 / 036 / 202
6 GESI SK Camat Gesi No 141 / 002.3 / 045 / 2023
7 TANGEN SK Camat Tangen No 427 / 26 / 052 / 2023
8 SUKODONO SK Camat Sukodono No 427 / 15 / 055 / 2019
9 MONDOKAN SK Camat Mondokan No 800 / 08 / 043 / 2023
10 JENAR SK Camat Jenar No 427 / 68a / 047 / 2022
11 GONDANG SK Camat Gondang No 463.1 / 35.b-33 / 2022
12 SAMBUNGMACAN SK Camat Sambungmacan No 463.1 / 06 / 48 / 2022
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NO KECAMATAN NAMA KEBIJAKAN

13 NGERAMPAL SK Camat Ngrampal No 463.1 / 04 / 049 / 2022
14 SAMBIREJO SK Camat Sambirejo No 427 / 03 / 050 / 2022
15 GEMOLONG SK Camat Gemolong No 467 / 05-040 / 2023
16 TANON SK Camat Tanon No 427 / 05 / 044 / 2022
17 SUMBERLAWANG SK Camat Sumberlawang No 467 / 135 / VII / 2019
18 PLUPUH SK Camat Plupuh No 441.5 / 08 / 045 / 20
19 MIRI SK Camat Miri No 427 / 08 / 057 / 2022
20 KALIJAMBE SK Camat Kalijambe No 463.1 / 04 / 041 / 2022

Sumber: Evaluasi KLA Kabupaten Sragem, 2024

Selain Forum anak, seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen juga memiliki kelompok
olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya.

Gambar 9.1

Sekolah Sepakbola Plumbungan

Sumber: Kecamatan Karangmalang , 2024

Gambar 9.2

Sekolah Sepakbola Karangmalang

Sumber: Kecamatan Karangmalang , 2024

Gambar 9.3

Sanggar Tari Brojodento

Sumber: Kelurahan Sidoharjo, 2024

Gambar 9.4

Sanggar Gamelan Brojodento

Sumber: kelurahan sidoharjo , 2024
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9.2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam 3 tahun terakhir, seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen telah memiliki
capaian kepemilikan akta > 90 persen

Gambar 9.5
Cakupan Akta kelahiran Per Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

Kabupate Sragen
Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, 2024

9.3. Pencegahan Perkawinan Anak

Pada tahun 2023 di Kabupaten Sragen dari 20 kecamatan, ada 2 Kecamatan yang tidak
ada perkawinan pada usia anak yaitu Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sragen.

Tabel 9.2
Jumlah Perkawinan Anak di Kabupaten Sragen BerdasarkanWilayah Kecamatan

Tahun 2023

NO KECAMATAN Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

1 SRAGEN - -

2 MASARAN 1 3

3 SIDOHARJO 1 3
4 KEDAWUNG 1 11
5 KARANGMALANG 2 4
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NO KECAMATAN Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

6 GESI - 1

7 TANGEN 3 20

8 SUKODONO 1 3
9 MONDOKAN 1 16
10 JENAR 1 1
11 GONDANG - -
12 SAMBUNGMACAN 1 4
13 NGERAMPAL 2 1
14 SAMBIREJO 1 1
15 GEMOLONG 1 5
`6 TANON - 2
`7 SUMBERLAWANG 1 4
18 PLUPUH 1 4
19 MIRI 2 5
20 KALIJAMBE - 5

JUMLAH 20 93

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sragen, 2024

9.4. Status Gizi Balita

Gambar 9.6
Gizi Lebih dan Underweight Per Kecamatan Tahun 2023

Kabupate Sragen
Sumber: Dinas Kesehatan kabuapten Sragen, 20024
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Pada tahun 2023, Dari 20 kecamatan yang memiliki kasus anak dengan gizi buruk ada
16 kecamatan. Sementara Stunting, Gizi kurang dan gizi lebih dari 20 kecamatan semua
memiliki kasus stunting, gizi kurang dan gizi lebih.

9.5. Pendidikan Formal dan PAUD-HI

Dari 20 kecamatan, hanya ada 2 kecamatan yang semua anak nya mendapat pendidikan
formal/non formal,

9.6. Informasil Layak Anak

81-100% kecamatan di Kabupaten Sragen memiliki ruang baca anak/layanan informasi
layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik.

9.7. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan

Kawasan Tanpa Rokok tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Sragen seluruh sudut,
baik di sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, maupun fasilitas
umum lainnya.

9.8. Layanan Konsultasi Keluarga Tingkat Kecamatan

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen memiliki kelompok konsultasi keluarga yang
berfungsi dengan baik dalam bentuk PUSPAGA, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Posyandu, maupun PIK-R, sehingga persentasenya 100%. di semua
desa/kelurahan minimal memiliki 1 BKB dan dan BKR.

9.9. Ruang Bermain Ramah Anak

Di Kabupaten Sragen terdapat 100 % Kecamatan memiliki memiliki ruang/taman bermain bagi anak

Gambar 9.7

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 9.8

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

9.10. Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)/PATBM

Dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, seluruhnya telah memiliki Pos Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (P4A) yang telah melaksanakan fungsi perlindungan anak. Berikut ini adalah
data PATBM/ P4A di Kabupaten Sragen.
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Tabel 9.3
Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)

Kecamatan di Kabupaten Sragen

NO KECAMATAN NAMA KEBIJAKAN

1 SRAGEN Sk Camat Sragen No 441.5/742/056/2017
2 MASARAN Sk Camat Masaran No 463 / 17 / 030 / 2022
3 SIDOHARJO Sk Camat Sidoharjo No 441.5 / 07 / 059 / 2022
4 KEDAWUNG SK Camat Kedawung No 900 / 05 / 057 / 2023
5 KARANGMALANG Sk Camat Karangmalang No 476 / 02 / 036 / 2024
6 GESI Sk Camat Gesi No 141 / 002.1 / 045 / 2023
7 TANGEN Sk Camat Tangen No 411 / 25 / 046 / 2023
8 SUKODONO Sk Camat Sukodono No 441.5 / 06 / 044 / 2023
9 MONDOKAN Sk Camat Mondokan No 800 / 06 / 043 / 2023
10 JENAR Sk Camat Jenar No 180 / 18 / 053 / 2017
11 GONDANG Sk Camat Jenar No 180 / 18 / 053 / 2017
12 SAMBUNGMACAN Sk Camat SambungMacan No 357 / 20 / 48 / 2017
13 NGERAMPAL Sk Camat Ngrampal No 463 / 16 / 035 / 2023
14 SAMBIREJO SK Camat Sambirejo No 463 / 2 / 05 / 050 / 2017
15 GEMOLONG Sk Camat Gemolong No 800 / 16 - 043 / 2017
16 TANON Sk Camat Tanon No 474 /44/058 / 2017
17 SUMBERLAWANG Sk Camat Sumberlawang No 4416 / 15 / 042/ 2017
18 PLUPUH Sk Camat Plupuh No 441.5 /06 / 045 / 2022
19 MIRI Sk Camat Miri No 400 / 09 / 57 / 2017
20 KALIJAMBE Sk Camat Kalijambe No. 463 / 010.1 / 028 / 2022

9.11. Profil Kecamatan Layak Anak

Dari 20 kecamatan baru 1-25% Kecamatan yang memiliki Profil Kecamatan Layak Anak
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BAB X

DESA DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

(DEKELA)

Penyelenggaraan KLA di tingkat desa dan kelurahan merupakan upaya pembangunan
desa dan kelurahan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan
perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,
oleh perangkat desa dan kelurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada di desa
dan kelurahan. Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka adalah
seluruh anak di suatu desa dan kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga
berarti anak-anak di desa dan kelurahan terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua
pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan dan orang dewasa lainnya.
Selain itu, penyelenggaraan KLA di desa dan kelurahan juga berarti ketika orang tua atau
pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka
desa dan kelurahan memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan
Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa dan kelurahan yang peduli anak juga memastikan
pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dan kelurahan,
terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya
peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Dengan total Jumlah desa sebanyak 196 dan jumlah kelurahan 12 kelurahan di wilayah
Kabupaten Sragen, seluruhnya telah berpatok pada satu tujuan yang sama untuk menjadi desa
dan kelurahan layak anak. Pokok bahasan dalam bab ini akan memberikan gambaran
bagaimana upaya dan capaian pemerintah daerah yang berada di tingkat kelurahan dan desa
dalammenjawab tuntutan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak.
10.1. Kelembagaan Kelurahan Layak Anak

Dari 208 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen, 83,17% telah menetapkan
peraturan/kebijakan tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, sebagai tindak
lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal ini berarti masih ada 35 Desa/Kelurahan (6
kelurahan dan 29 Desa) yang belummemiliki kebijakan terkait penyelenggaraan KLA di Tingkat
Kelurahan/Desa. Berikut tabel yang berisi Kebijakan terkait penyelenggaraan Desa dan
Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Sragen. Selain itu, 26-50% Desa dan kelurahan di
Kabupaten Sragen telah memiliki anggaran untuk perlindungan anak. Meskipun anggaran
tersebut tidak secara khusus dinyatakan secara tersurat dalam nama program atau kegiatan
dengan menggunakan kata anak, tetapi terintegrasi dalam program, kegiatan dan sub kegiatan
yang pada prinsipnya berbasis hak anak. Sebagian besar anggaran anak terintegrasi pada
program perlindungan anak, PUG dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 10.1
Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak di Tingkat Desa/Kelurahan

N
O

KECAMATA
N

DESA/KELURAHAN NAMA KEBIJAKAN

1 SRAGEN

1. Desa Kedungupit Perdes Kedungupit No 2 Tahun 2022
2. Kelurahan Sragen
Tengah

SK Lurah Sragen Tengah No 463.1 / 96 - 061 /
2021
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3. Desa Tangkil Perdes Tangkil No 5 Tahun 2022
4. Kelurahan Sragen
Kulon

SK Lurah Sragen Kulon No 440 / 10 / 063 / 2022

5. Kelurahan Sine SK Lurah Sine No 141 / 03 - 64 / 2022
6. Kelurahan Sragen
Wetan

SK Lurah Sragen Wetan No 425.3 / 16 / 062 /
2022

7. Kelurahan Nglorog SK Lurah Nglorog No 463.1 / 12 / 65 / ll / 2022
8. Kelurahan Karang
Tengah

SK Lurah Karang Tengah No 460 / 03 / 066 /
2022

2 MASARAN

1. Desa Dawungan Perdes Dawungan No 02 TAHUN 2022
2. Desa Gebang Perdes Gebang No 03 Tahun 2020
3. Desa Jati Perdes Jati No 27 Tahun 2020
4. Desa Jirapan Perdes Jirapan No 22 Tahun 2020
5.Desa Karang Malang Perdes Karang malang No 03 Tahun 2020
6. Desa Kliwonan Perdes Kliwonan No 141/29/lll/2020
7. Desa Krebet Perdes Krebet No 14 Tahun 2020
8. Desa Krikilan Perdes Krikilan No 04/lV/2020
9. Desa Masaran Perdes Masaran No 06 Tahun 2020
10. Desa Pilang Perdes Pilang No 7 Tahun 2021
11. Desa Pringanom Perdes Pringanom No 04 Tahun 2020
12. Desa Sepat Perdes Sepat No 13 Tahun 2022
13.Desa Sidodadi Perdes Sidodadi No 10 Tahun 2022

3 SIDOHARJO
1. Desa Bentak Perdes Bentak No 463/03/lll/2021
2. Desa Duyungan Perdes Duyungan No 04 Tahun 2020
3. Desa Jambanan Perdes Jambanan No 03 TAHUN 2020
4. Desa Jetak Perdes Jetak No 04 Tahun 2021
5. Desa Pandak Perdes Pandak No 09 Tahun 2020
6. Desa Patihan Perdes Patihan No 01 Tahun 2020
7. Desa Purwosuman Perdes Purwosuman No 02 Tahun 2021
8. Desa Sidoharjo Perdes Sidoharjo No 001 Tahun 2021
9.Desa Singopadu Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021
10. Desa Sribit Perdes Sribit No 140 / 07 / II / 2023

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

4 KEDAWUNG

1. Desa Bendungan Perdes Bendungan No 141 / 04 / 10 / 2021
2. Desa Celep Perdes Celep No 02 TAHUN 2023
3. Desa Jenggrik Perdes Jenggrik No 02 TAHUN 2021
4. Desa Karang Pelem Perdes Karang Pelem No 141 / 24 - 03 / IX /

2021
5. Desa Kedawung -
6. Desa Mojodoyong Perdes Mojodoyong No 01 TAHUN 2022
7. Desa Mojokerto Perdes Mojokerto No 05 TAHUN 2021
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8. Desa Pengkok Perdes Pengkok No 414 / 04 / I /2022
9. Desa Wonokerso Perdes Wonokerso No 01 Tahun 2020
10. Desa Wonorejo Perdes Wonorejo No 03 Tahun 2020

5 KARANGMALA
NG

1. Kelurahan Kroyo -
2. Desa Guworejo Perdes Guworejo No 2 TAHUN 2019
3. Desa Jurangjero Perdes Jurangjero No 02 TAHUN 2021
4. Desa Kedung Waduk Perdes Kedung Waduk No 05 TAHUN 2021
5. Desa Mojorejo Perdes Mojorejo No 4 TAHUN 2021
6. Desa Pelem Gadung Perdes Pelem Gadung No 04 / ll / 2021
7. Desa Plosokerep Perdes Plosokerep No 01 TAHUN 2021
8. Kelurahan Plumbungan -
9. Desa Puro Perdes Puro No 15 / ll / 2021
10. Desa Saradan Perdes Saradan No 02 TAHUN 2021

6 GESI
1. Desa Blangu Perdes Blangu No 6.2 TAHUN 2020
2. Desa Gesi Perdes Gesi No 06 TAHUN 2020
3. Desa Pilangsari Perdes Pilangsari No 143 / 5 / 1 / 2020
4.Desa Poleng Perdes Poleng No 143 / 07 / VII / 2020
5. Desa Slendro Perdes Slendro No 5.1 TAHUN 2020
6. Desa Srawung Perdes Srawung No 143 / 07 / X / 2020
7. Desa Tanggan Perdes Tanggan No 143 / 3 / 1 / 2020

7 TANGEN
1. Desa Denanyar Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021
2. Desa Dukuh Perdes Sribit No 140 / 07 / II / 2023
3. Desa Galeh Perdes Denanyar No 10 Tahun 2020
4. Desa Jekawal Perdes Dukuh No 7 Tahun 2020
5. Desa Katelan Perdes Galeh No 05 Tahun 2021
6. Desa Ngrombo Perdes Jekawal No 141 / 04 / lV / 2021
7. Desa Sigit Perdes Katelan No 141 / 04 / lV / 2021

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

8 SUKODONO

1. Desa Baleharjo Perdes Baleharjo No 04 Tahun 2020
2. Desa Bendo Perdes Bendo No 03 Tahun 2020
3. Desa Gebang Perdes Gebang No 1 A Tahun 2020
4. Desa Jati Tengah Perdes Jati Tengah No 08 Tahun 2020
5. Desa Juwok Perdes Juwok No 01 TAHUN 2023
6. Desa Karang Anom Perdes KarangAnom No 472 / 4 / 1 / 2020
7.Desa Majenang Perdes Majenang No 10 Tahun 2020
8. Desa Newung Perdes Newung No 02 TAHUN 2023
9. Desa Pantirejo Perdes Pantirejo No 09 Tahun 2020

9 MONDOKAN

1. Desa Gemantar Perdes Gemantar No 2 TAHUN 2022
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2. Desa Jambangan Perdes Jambangan No 141.1 / 04 / I / 2022
3. Desa Jekani Perdes Jekani No 470 / 29 / Vl / 2020
4. Desa Kedawung Perdes Kedawung No 141.1 / 14 / II / 2022
5. Desa Pare Perdes Pare No 3 TAHUN 2022
6. Desa Sono Perdes Sono No 03 TAHUN 2022
7. Desa Sumberejo Perdes Sumberejo No 03 TAHUN 2022
8. Desa Tempelrejo Perdes Tempelrejo No 141.1 / 4 / II / 2022
9. Desa Trombol Perdes Trombol No 04 TAHUN 2022

10 JENAR
1. Desa Banyuurip Perdes Banyuurip No 05 TAHUN 2020
2. Desa Dawung Perdes Dawung No 09 TAHUN 2020
3. Desa Japoh Perdes Japoh No 04 TAHUN 2020
4. Desa Jenar Perdes Jenar No 3 TAHUN 2020
5. Desa Kandang Sapi Perdes Kandangsapi No 800 / 4A / Vl / 2020
6. Desa Mlale Perdes Mlale No 8 TAHUN 2020
7. Desa Ngepringan Perdes Ngepringan No 8 TAHUN 2020

11 GONDANG
1. Desa Bumiaji Perdes Bumiaji No 141 / 04 / V / 2020
2. Desa Glonggong Perdes Glonggong No 140 / 05 / ll / 2020
3. Desa Gondang Perdes Gondang No 470 / 6 / lV / 2020
4. Desa Kaliwedi Perdes Kaliwedi No 08 TAHUN 2020
5. Desa Plosorejo Perdes Plosorejo No 11 TAHUN 2020
6. Desa Srimulyo Perdes Srimulyo No 141 / 15 / lV / 2020
7. Desa Tegalrejo Perdes Tegalrejo No 471 / 05 / Vl / 2020
8. Desa Tunggul Perdes Tunggul No 09 TAHUN 2020
9. Desa Wonotolo Perdes Wonotolo No 08 TAHUN 2020

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

1
2

SAMBUNGMACA
N 1. Desa Banaran Perdes Banaran 474 / 09 / II / 2023

2. Desa Banyuurip Perdes Banyuurip No 12 TAHUN 2022
3. Desa Bedoro Perdes Bedoro No 7 TAHUN 2022
4. Desa Cemeng Perdes Cemeng No 463.12 / 1 / II / 2023
5. Desa Gringging Perdes Gringging No 18 / IX / 2022
6. Desa Karanganyar Perdes Karanganyar No 09 TAHUN 2023
7. Desa Plumbon Perdes Plumbon No 7 TAHUN 2022
8. Desa Sambungmacan Perdes Sambungmacan No 18 TAHUN 2021
9. Desa Toyogo Perdes Toyogo No 08 TAHUN 2022

1
3

NGRAMPAL

1. Desa Bandung Perdes Bandung No 08 TAHUN 2021
2. Desa Bener Perdes Bener No 15 TAHUN 2020
3. Desa Gabus Perdes Gabus No 03 TAHUN 2022
4. Desa Karangudi Perdes Karangudi No 11 TAHUN 2020
5. Desa Kebonromo Perdes Kebonromo No 07 TAHUN 2020
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6. Desa Klandungan Perdes Klandungan No 08 TAHUN 2020
7. Desa Ngarum PerdesNgarum No 07 TAHUN 2020
8. Desa Pilangsari PerdesPilangsari No 10 TAHUN 2019

14 SAMBIREJO
1. Desa Blimbing Perdes Blimbing No 03 TAHUN 2020
2. Desa Dawung Perdes Dawung No 04 TAHUN 2021
3. Desa Jambeyan Perdes Jambeyan No 03 TAHUN 2020
4. Desa Jetis Perdes Jetis No 140 / 3 / lV / 2020
5. Desa Kadipiro Perdes Kadipiro No 02 TAHUN 2020
6. Desa Musuk Perdes Musuk No 141 / 02 / lll /2021
7. Desa Sambi Perdes Sambi No 02 TAHUN 2020
8. Desa Sambirejo Perdes Sambirejo No 01A TAHUN 2021
9. Desa Sukorejo Perdes Sukorejo No 045/05/050.2001/l/2021

15 GEMOLONG
1. Desa Brangkal -
2. Kelurahan Gemolong -
3. Desa Geneng Duwur Perdes Geneng Duwur No 411.4 / 11 / Vl / 2020
4.Desa Jatibatur Perdes Jatibatur No 411.4 / 05 / Vl / 2020
5. Desa Jenalas -
6. Desa Kalangan -
7. Desa Kaloran -
8. Kelurahan Kragilan -

NO KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN
9. Kelurahan Kwangen -
10. Desa Nganti -
11. Kelurahan Ngembat -
Padas -
12. Desa Peleman -
13. Desa Purworejo Perdes Purworejo No 06 TAHUN 2020
14. Desa Tegaldowo -

16 TANON
1. Desa Bonagung Perdes Bonagung No 04 TAHUN 2021
2. Desa Gabugan Perdes Gabugan No 411.1 / 10 / lV / 2020
3. Desa Gading -
4. Desa Gawan -
5. Desa Jono Perdes Jono No 411.1 /
6. Desa Kalikobok Perdes Kalikobok No 145 / 001 / lV / 2020
7. Desa Karang Talun -
8. Desa Karangasem Perdes Karangasem No 411.4 / 12 / V / 2020
9. Desa Kecik -
10. Desa Ketro -
11. Desa Padas -
12. Desa Pengkol Perdes Pengkol No 411.1 /
13. Desa Sambi Duwur PerdesSambi Duwur No 411.4 / 10 / Vl / 2020
14. Desa Slogo -
15. Desa Suwatu -
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16. Desa Tanon Perdes Kalikobok No 145 / 001 / lV / 2020
17 SUMBERLAWANG

1. Desa Cepoko -
2. Desa Hadiluwih -
3. Desa Jati -
4. Desa Kacangan -
5. Desa Mojopuro -
6. Desa Ngandul -
7. Desa Ngargosari -
8. Desa Ngargotirto -
9. Desa Pagak -
10. Desa Pendem -
11. Desa Tlogo Tirto -

18 PLUPUH
1. Desa Cangkol Perdes Cangkol No 2 TAHUN 2022
2. Desa Dari Perdes Dari No 03 TAHUN 2022

NO KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN
3. Desa Gedongan Perdes Gedongan No 140 / 5 / lll. TAHUN 2022
4. Desa Gentan Banaran Perdes Gentan Banaran No 4 TAHUN 2022
5. Desa Jabung Perdes Jabung No 04 TAHUN 2022
6. Desa Jembangan Perdes Jembangan No 08 TAHUN 2022
7. Desa Karang Anyar Perdes Karang Anyar No 04 TAHUN 2022
8. Desa Karangwaru Perdes Karangwaru No 3 TAHUN 2022
9. Desa Karungan Perdes Karungan No 5 TAHUN 2022
10. Desa Manyarejo Perdes Manyarejo No 04 TAHUN 2022
11. Desa Ngrombo Perdes Ngrombo No 3 TAHUN 2022
12. Desa Plupuh Perdes Plupuh No 04 TAHUN 2022
13. Desa Pungsari Perdes Pungsari No 141 / 13 / lll / 2022
14. Desa Sambirejo Perdes Sambirejo No 141 / 42 / Xll / 2018
15. Desa Sidokerto Perdes Sidokerto No 2 TAHUN 2022
16. Desa Somomoro
Dukuh

Perdes Somomorodukuh No 02 TAHUN 2022

19 MIRI -
1. Desa Bagor Perdes No 10 TAHUN 2020
2. Desa Brojol Perdes Brojol No 463 / 05 / lll / 07 / 2020
3. Desa Doyong Perdes Doyong No 141 / 5 / lll / 05 / 2020
4. Desa Geneng Perdes Geneng No 22 TAHUN 2020
5. Desa Gilirejo Perdes Gilirejo No 5 TAHUN 2020
6. Desa Gilirejo Baru Perdes Gilirejobaru No 4 TAHUN 2020
7. Desa Girimargo Perdes Girimargo No 5 TAHUN 2020
8. Desa Jeruk Perdes Jeruk No 463.12 / 6 / lV / 2020
9. Desa Soko Perdes Soko No 10 TAHUN 2020
10. Desa Sunggingan Perdes Sunggingan No 03 TAHUN 2020

20 KALIJAMBE
1.Desa Banaran Perdes Banaran No 4 Tahun 2022
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2. Desa Bukuran Perdes Bukuran No 01 Tahun 2022
3. Desa Donoyudan Perdes Donoyudan No 14 TAHUN 2020
4. Desa Jetis Karangpung Perdes Jetis Karangpung No 5 TAHUN 2022
5. Desa Kalimacan Perdes Kalimacan No 3 TAHUN 2022
6. Desa Karangjati Perdes Karangjati No 12 TAHUN 2020
7. Desa Keden Perdes Keden No 012 TAHUN 2019
8. Desa Krikilan Perdes Krikilan No 06 TAHUN 2022
9. Desa Ngebung Perdes Ngebung No 03 TAHUN 2022
10. Desa Sambirembe Perdes Sambirembe No 4 TAHUN 2022
11. Desa Saren Perdes Saren No 3 TAHUN 2022
12. Desa Tegalombo Perdes Tegalombo No 7 TAHUN 2021
13. Desa Trobayan Perdes Trobayan No 04 TAHUN 2022
14. Desa Wonorejo Perdes Wonorejo No 05 TAHUN 2022

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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10.2. Forum Anak dan Kelompok Anak Tingkat Desa dan Kelurahan

88.94% Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen telah memiliki Forum Anak
Desa/Kelurahan, ini berarti dari 208 Desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Sragen , ada
185 Desa dan Kelurahan yang telah memiliki Forum Anak. Penetapan pengurus forum anak
dilakukan melalui Keputusan Lurah ataupun Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut
ini :

Tabel 10.2
Forum Anak Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sragen

N
O

KECAMATAN DESA/KELURAHAN SK NO

1 SRAGEN
1. Desa Kedungupit SK Kepala Desa Kedungupit No 16 TAHUN 2022
2. Kelurahan Sragen
Tengah

SK Kelurahan Sragen Tengah No 463.1 / 97 - 061 / 2021

3. Desa Tangkil SK Kepala Desa Tangkil No 09 TAHUN 2022
4. Kelurahan Sragen Kulon SK Kelurahan Sragen Kulon No 141 / 09 / 063 / III / 2022
5. Kelurahan Sine SK Kelurahan Sine No 141 / 04 - 64 / 2022
6. Kelurahan Sragen Wetan SK Kelurahan Sragen Wetan No 425.3 / 17 / 062 / II / 2022
7. Kelurahan Nglorog SK Kelurahan Nglorog No 141 / 11 / 65 / II / 2022
8. Kelurahan Karang
Tengah

SK Kelurahan Karang Tengah No 141 / 04 / II / 2022

2 MASARAN
1. Desa Dawungan SK Kepala Desa Dawungan No 140 / 10 / II / 2022
2. Desa Gebang SK Kepala Desa Gebang No 24 TAHUN 2022
3. Desa Jati SK Kepala Desa Jati No 140 / 05 / III / 2022
4. Desa Jirapan SK Kepala Desa Jirapan No 140 / 07-05 / II / 2022
5.Desa Karang Malang SK Kepala Desa Karangmalang No 140 /16 / III / 2022
6. Desa Kliwonan Sk Kepala Desa Kliwonan No 427 / 07 / III / 2022
7. Desa Krebet SK Kepala Desa Krebet No 15 TAHUN 2020
8. Desa Krikilan SK Kepala Desa Krikilan No 15 TAHUN 2022
9. Desa Masaran SK Kepala Desa Masaran No 141 / 13 / 08 / 2022
10. Desa Pilang SK Kepala Desa Pilang No 140 / 14 / II / 2022
11. Desa Pringanom SK Kepala Desa Pringanom No 141 / 08 / 012 / 2022
12. Desa Sepat SK Kepala Desa Sepat No 140 / 12 / II / 2022
13.Desa Sidodadi SK Kepala Desa Sidodadi No 140 / 09 / II / 2022

3 SIDOHARJO
1. Desa Bentak SK Kepala Desa Bentak No 141 / 10 / III / TAHUN 2022
2. Desa Duyungan -
3. Desa Jambanan SK Kepala Desa Jambanan No 141 / 10 / III / 2022
4. Desa Jetak -
5. Desa Pandak SK Kepala Desa Pandak No 141 / 06 / III / TAHUN 2022
6. Desa Patihan Sk Kepala Desa Patihan No 141 / 11 / IX / 2021
7. Desa Purwosuman Sk Kepala Desa Purwosuman No 141 / 05 / II / TAHUN 2022
8. Desa Sidoharjo -
9.Desa Singopadu -
10. Desa Sribit SK Kepala Desa Sribit No 188 / 11 / II / 2023
11. Desa Taraman SK Kepala Desa Taraman No 141 / 010 / II / 2022



203

12. Desa Tenggak -

N
O

KECAMATAN DESA/KELURAHAN SK NO

4 KEDAWUNG
1. Desa Bendungan SK Kepala Desa Bendungan No 141 / 02 / 10 / 2022
2. Desa Celep SK Kepala Desa Celep No 7 TAHUN 2022
3. Desa Jenggrik SK Kepala Desa Jenggrik No 141 /
4. Desa Karang Pelem SK Kepala Desa Karang Pelem No 141.1 / 08 / I / 2022
5. Desa Kedawung SK Kepala Desa Kedawung No 141 / 84 / I / 2022
6. Desa Mojodoyong Sk Kepala Desa Mojodoyong No 141 / 10 / 04 / 2021
7. Desa Mojokerto SK Kepala Desa Mojokerto No 141.1 / 01.b / I / 2022
8. Desa Pengkok SK Kepala Desa Pengkok No 141.1 / 05 / II / 2022
9. Desa Wonokerso Sk Kepala Desa Wonokerso No 141 /01.a / I / 2022
10. Desa Wonorejo SK Kepala Desa Wonorejo No 141.1 / 01.b / I / 2022

5 KARANG
MALANG 1. Kelurahan Kroyo SK Kelurahan Kroyo No 560 / 09 / 67 / 2022

2. Desa Guworejo SK Kepala Desa Guworejo No 141 / 04 / i / 2019
3. Desa Jurangjero SK Kepala Desa Jurang jero No 800 / 457 / 08 / W / 2019
4. Desa Kedung Waduk SK Kepala Desa Kedung Waduk No 10 / I / 2019
5. Desa Mojorejo SK Kepala Desa Mojorejo No 16 TAHUN 2022
6. Desa Pelem Gadung SK Kepala Desa Pelem Gadung No 140 / 01.1 / I / 2019
7. Desa Plosokerep SK Kepala Desa Plosokerep No 141 / 08 / I / 2019
8. Kelurahan Plumbungan SK Kelurahan Plumbungan No 800 / a1.b / 51c / 068 / 2019
9. Desa Puro SK Kepala Desa Puro No 800 / 012 / 058 / I / 2019
10. Desa Saradan SK Kepala Desa Saradan No 800 / 17 / I / 2019

6 GESI
1. Desa Blangu SK Kepala Desa Blangu No 141 / 08 / V / 2020
2. Desa Gesi SK Kepala Desa Gesi No 141.1 / 06 / I / 2023
3. Desa Pilangsari SK Kepala Desa Pilangsari 3 Tahun 2023
4.Desa Poleng SK Kepala Desa Poleng No 141 / 30 / XII / 2019
5. Desa Slendro SK Kepala Desa Slendro No 140 / 3.1 / I / 2023
6. Desa Srawung SK Kepala Desa Srawung No 141 / 08 / V / 2020
7. Desa Tanggan SK Kepala Desa Tanggan No 141 / 4 / I / 2020

7 TANGEN -
1. Desa Denanyar -
2. Desa Dukuh -
3. Desa Galeh -
4. Desa Jekawal -
5. Desa Katelan SK Kepala Desa Katelan No 050 / 6 / IV / 2020
6. Desa Ngrombo SK Kepala Desa Ngrombo No 050 / 23 / XII / 2020
7. Desa Sigit -

8 SUKODONO
1. Desa Baleharjo SK Kepala Desa Baleharjo No 141 / 7 / I / TAHUN 2023
2. Desa Bendo SK Kepala Desa Bendo No 141 / 10-03 / TAHUN 2023
3. Desa Gebang SK Kepala Desa Gebang No 060 / 5 / I / TAHUN 2023
4. Desa Jati Tengah SK Kepala Desa Jati Tengah No 141 / 08 / III / TAHUN 2023
5. Desa Juwok SK Kepala Desa Juwok No 141 / 05 / I / TAHUN 2023
6. Desa Karang Anom SK Kepala Desa Karang Anom No 141 / 05 / III / TAHUN

2022
7.Desa Majenang SK Kepala Desa Majenang No 141 / 04 / II / TAHUN 2023
8. Desa Newung SK Kepala Desa Newung No 141 / SK-06 / I / TAHUN 2023



204

9. Desa Pantirejo SK Kepala Desa Pantirejo No 10 TAHUN 2023
9 MONDOKAN

1. Desa Gemantar SK Kepala Desa Gemantar No 141 / 33 / I / 2022

N
O KECAMATAN DESA/KELURAHAN SK NO

2. Desa Jambangan SK Kepala Desa Jambangan No 141 / 03 / I / 2022
3. Desa Jekani SK Kepala Desa Jekani No 474 / 29 / VI / 2020
4. Desa Kedawung SK Kepala Desa Kedawung No 141.1 / 13 / II / 2022
5. Desa Pare SK Kepala Desa Pare No 141 / 007 / 16.2004 / I / 2022

6. Desa Sono SK Kepala Desa Sono No 141 / 04 / I / 2022

7. Desa Sumberejo SK Kepala Desa Sumberejo No 141 / 30 / III / 2023

8. Desa Tempelrejo SK Kepala Desa Tempelrejo No 141.1 / 5 / II / 2022

9. Desa Trombol SK Kepala Desa Trombol No 10 / II / 2022

10 JENAR

1. Desa Banyuurip SK Kepala Desa Banyuurip No 06 TAHUN 2022

2. Desa Dawung SK Kepala Desa Dawung No 141 / 09 / II / 2022

3. Desa Japoh SK Kepala Desa Japoh No 23 TAHUN 2023

4. Desa Jenar SK Kepala Desa Jenar No 411 / 11 / II / 2022

5. Desa Kandang Sapi SK Kepala Desa Kandang Sapi No 141 / 24 / II / 2023

6. Desa Mlale SK Kepala Desa Mlale No 141 / 26 / II / 2023

7. Desa Ngepringan SK Kepala Desa Ngepringan No 141 / 022 / 002 / 2023

11 GONDANG

1. Desa Bumiaji SK Kepala Desa Bumiaji No 141 / 24 / IX / 2022

2. Desa Glonggong -

3. Desa Gondang -

4. Desa Kaliwedi SK Kepala Desa Kaliwedi No 35 / IX / 2022

5. Desa Plosorejo SK Kepala Desa Plosorejo No 141 / 08 / IX / 2022

6. Desa Srimulyo SK Kepala Desa Srimulyo No 141 / 08 / III / 2023

7. Desa Tegalrejo SK Kepala Desa Tegalrejo No 147.1 / 18 / TGRJ-02 / XII / 2022

8. Desa Tunggul -

9. Desa Wonotolo -

12 SAMBUNGMACAN

1. Desa Banaran SK Kepala Desa Banaran No 474 / 06 / II / 2023

2. Desa Banyuurip SK Kepala Desa Banyuurip No 463 / 41 / VI / 2022

3. Desa Bedoro SK Kepala Desa Bedoro No 463 / 11 / III / 2022

4. Desa Cemeng -

5. Desa Gringging SK Kepala Desa Gringging No 17 / - / IX / 2022

6. Desa Karanganyar SK Kepala Desa Karanganyar No 25 TAHUN 2022

7. Desa Plumbon SK Kepala Desa Plumbon No 463 / 20 / XII / 2022

8. Desa Sambungmacan SK Kepala Desa Sambungmacan No 463 / 11 / III / 2022

9. Desa Toyogo SK Kepala Desa Toyogo No 400 / 4 / 003 / 2022

13 NGRAMPAL
1. Desa Bandung SK Kepala Desa Bandung No 07 TAHUN 2022

2. Desa Bener SK Kepala Desa Bener No 10 TAHUN 2022

3. Desa Gabus SK Kepala Desa Gabus No 141 / 07 / I / 2022

4. Desa Karangudi SK Kepala Desa Karangudi No 07 TAHUN 2022

5. Desa Kebonromo SK Kepala Desa Kebonromo No 05 TAHUN 2022

6. Desa Klandungan SK Kepala Desa Klandungan No 144 / 42 / XII / 2021

7. Desa Ngarum SK Kepala Desa Ngarum No 19 TAHUN 2022

8. Desa Pilangsari SK Kepala Desa Pilangsari No 13 Tahun 2023

14 SAMBIREJO
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1. Desa Blimbing SK Kepala Desa Blimbing No 141 / 08 / I / 2020

2. Desa Dawung SK Kepala Desa Dawung No 141 / 05 / III / 2022

3. Desa Jambeyan SK Kepala Desa Jambeyan No 141 / 04 / III / 2020

4. Desa Jetis -

N
O KECAMATAN DESA/KELURAHAN SK NO

5. Desa Kadipiro SK Kepala Desa Kadipiro No 140 / 07 / III / 2022

6. Desa Musuk SK Kepala Desa Musuk No 141 / 08 / I / 2020

7. Desa Sambi SK Kepala Desa Sambi No 141 / 11 / I / 2020

8. Desa Sambirejo SK Kepala Desa Sambirejo No 141 / 9 / III / 2022

9. Desa Sukorejo SK Kepala Desa Sukorejo No 141 / 06 / III / 2022

15 GEMOLONG

1. Desa Brangkal SK Kepala Desa Brangkal No 463 / 006 / II / 2023

2. Kelurahan Gemolong SK Kelurahan Gemolong No 147.261 / 01B / 40.3 / 2023

3. Desa Geneng Duwur SK Kepala Desa Geneng Duwur No 140 / 04-2007 / II / 2023

4.Desa Jatibatur SK Kepala Desa Jatibatur No 463 / 11 / II / 2023

5. Desa Jenalas SK Kepala Desa Jenalas No 463 / 08-2012 / II / 2023

6. Desa Kalangan SK Kepala Desa Kalangan No 141.13 / 13 / II / 2023

7. Desa Kaloran -

8. Kelurahan Kragilan -

9. Kelurahan Kwangen SK Kelurahan Kwangen No 463 / 07 / II / 2023

10. Desa Nganti SK Kepala Desa Nganti No 06 / III / 2023

11. Kelurahan Ngembat Padas -SK Kelurahan Ngembat Padas No 141 / 31-040.1 / 2023
12. Desa Peleman SK Kepala Desa Peleman No 141 / 21 / II-006 TAHUN 2023

13. Desa Purworejo SK Kepala Desa Purworejo No 463 / 008 / II / 2023

14. Desa Tegaldowo SK Kepala Desa Tegaldowo No 141 / 07 / II / 2023

16 TANON

1. Desa Bonagung SK Kepala Desa Bonagung No 141 / 04 / I / 2023

2. Desa Gabugan SK Kepala Desa Gabugan No 411.4 / 12 / VI / 2018

3. Desa Gading SK Kepala Desa Gading No 414 / 03 / 1 / 2023

4. Desa Gawan SK kepala Desa Gawan No 141 / 06 / II / 2022

5. Desa Jono -

6. Desa Kalikobok SK Kepala Desa Kalikobok No 141 / 07 / II / 2022

7. Desa Karang Talun SK Kepala Desa Karang Talun No 140 / 09 / III / 2023

8. Desa Karangasem SK Kepala Desa Karangasem No 141 / 007 / III / 2023

9. Desa Kecik SK Kepala Desa Kecik No 141 / 2 / II / 2022

10. Desa Ketro SK Kepala Desa Ketro No 141 / 04 / II / 2022

11. Desa Padas SK Kepala Desa Padas No 145 / 7 / III / 2023

12. Desa Pengkol SK Kepala Desa Pengkol No 141 / 05 / II / 2022

13. Desa Sambi Duwur SK Kepala Desa Sambi Duwur No 441.9 / 07 / II / 2023

14. Desa Slogo SK Kepala Desa Slogo No 06 / 02 / I / 2023

15. Desa Suwatu SK Kepala Desa Suwatu No 141 / 1 / I / 2023

16. Desa Tanon SK Kepala Desa Tanon No 141 / 003 / 046 / 2022

17 SUMBERLAWANG

1. Desa Cepoko SK Kepala Desa Cepoko No 141 / 4 / II / 2023

2. Desa Hadiluwih SK Kepala Desa Hadiluwih No 463.12 / 12 / II / 2023

3. Desa Jati SK Kepala Desa jati No 141 / 08 / II / 2023

4. Desa Kacangan SK Kepala Desa Kacangan No 141 / 21 / I / 2023

5. Desa Mojopuro -

6. Desa Ngandul SK Kepala Desa Ngandul No 141 / 09 / I / 2023

7. Desa Ngargosari SK Kepala Desa Ngargosari No 141 /
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8. Desa Ngargotirto SK Kepala Desa Ngargotirto No 141 / 07 / II / 2023

9. Desa Pagak SK kepala Desa Pagak No 141 / 07 / II / 2023

10. Desa Pendem SK kepala Desa Pemdem No 141 / 014 / I / 2023

11. Desa Tlogo Tirto -

N
O KECAMATAN DESA/KELURAHAN SK NO
18 PLUPUH

1. Desa Cangkol SK Kepala Desa Cangkol No 141 / 12 / III / 2022

2. Desa Dari SK Kepala Desa Dari No 140 / 08 / 2022

3. Desa Gedongan SK Kepala Desa Gedongan No 144 / 110 / 003 / 2021

4. Desa Gentan Banaran SK Kepala Desa Gentan Banaran No 410.6 / 11 / II / 2022

5. Desa Jabung SK Kepala Desa Jabung No 141 / 20 / III / 2022

6. Desa Jembangan SK Kepala Desa Jembangan No 141 / 08 / III / 2022

7. Desa Karang Anyar SK Kepala Desa Karanganyar No 141 / 07 / III / 2022

8. Desa Karangwaru SK Kepala Desa Karangwaru No 441.8 / 07 / II / 2022

9. Desa Karungan SK kepala Desa Karungan No 260 / 20 / III / 2022

10. Desa Manyarejo SK kepala Desa Manyarejo No 141 / 08 / III / 2022

11. Desa Ngrombo SK Kepala Desa Ngrombo No 141 / 09 / III / 2022

12. Desa Plupuh SK Kepala Desa Plupuh No 141 / 016 / III / 2022

13. Desa Pungsari SK kepala Desa Pungsari No 800 / 13 / XII / 2022

14. Desa Sambirejo -

15. Desa Sidokerto SK Kepala Desa Sidokerto No 141 / 21 / III / 2022

16. Desa Somomoro Dukuh SK Kepala Desa Somomoro Dukuh No 141 / 05 / III / 2022

19 MIRI

1. Desa Bagor SK Kepala Desa Bagor No 141 / 13 / II / 2022

2. Desa Brojol SK Kepala Desa Brojol No 08 / IV / 007 / 2022

3. Desa Doyong SK Kepala Desa Doyong No 141 / 3 / III / 05 / 2022

4. Desa Geneng SK Kepala Desa Geneng No 141 / 6 / III / 2022

5. Desa Gilirejo -

6. Desa Gilirejo Baru SK Kepala Desa Gilirejo Baru No 5 / 2022

7. Desa Girimargo SK Kepala Desa Girimargo No 13 TAHUN 2022

8. Desa Jeruk SK Kepala Desa Jeruk No 800 / 08 / III / 2022

9. Desa Soko SK Kepala Desa Soko No 141 / 09 / III / 2022

10. Desa Sunggingan SK Kepala Desa Sunggingan No 140 / 05 / III / 2022

20 KALIJAMBE

1.Desa Banaran SK kepala Desa Banaran No 400 / 9 / 1 / 2022

2. Desa Bukuran SK Kepala Desa Bukuran No 141 - 08 - III - 2022

3. Desa Donoyudan SK kepala Desa Donoyudan No 400 / 12 / III / 2022

4. Desa Jetis Karangpung SK kepala Desa Jetis Karangpung No 400 / 08 / II / 2022

5. Desa Kalimacan SK kepala desa Kalimacan No 400 / 9 / III / 2022

6. Desa Karangjati SK kepala desa Karangjati No 400 / 8 / III / 2022

7. Desa Keden SK Kepala Desa Keden No 141 / 14 / I / 2022

8. Desa Krikilan SK Kepala Desa Krikilan No 08 TAHUN 2022

9. Desa Ngebung SK Kepala desa Ngebung No 400 / 004 / III / 2022

10. Desa Samberembe SK Kepala Desa Samberembe No 400 / 05 / III / 2022

11. Desa Saren SK Kepala Desa Saren No 400 / 08 / III / 2022

12. Desa Tegalombo SK Kepala Desa Tegalombo No 400 / 08 / 17 / III / 2021

13. Desa Trobayan SK Kepala Desa Trobayan No 400 / 08 / III / 2022

14. Desa Wonorejo Sk Kepala Desa Wonorejo No 140 / 10 / II / 2022

Sumber Evaluasi KLA 2024
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Selain forum anak, ada sekitar 26-50% desa/kelurahan di Kabupaten Sragen juga
memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya. Seperti Sekolah
Sepakbola di Kelurahan Kroyo dan Kelurahan Plumbungan Ada juga Sanggar Tari, Gamelan,
Sinden Anak, dan Komunitas Band Remaja Brojodentos di Desa Jambanan,

Gambar 10.1

Sekolah Sepakbola Plumbungan

Sumber: Kelurahan Plumbungan , 2024

Gambar 10.2

Sekolah Sepakbola Karangmalang

Kelurahan Kroyo

Sumber: Kelurahan Kroyo , 2024

Gambar 10.3

Sanggar Tari Brojodento

Desa Jambanan

Sumber: Desa Jambanan, 2024

Gambar 10.4

Sanggar Gamelan Brojodento

Desa Jambanan

Sumber: Desa Jambanan , 2024



208

10.3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam 3 tahun terakhir, seluruh desa /kelurahan di Kabupaaten Sragen telah memiliki
capaian kepemilikan akta > 90 persen

10.4. Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan dan Desa

Pada tahun 2023 persentase perkawinan anak di Kabupaten Sragen berkisar 51-75%.

10.5. Status Gizi Balita

Pada tahun 2023, 75-99 % Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen memiliki kasus gizi
buruk , gizi lebih dan stunting, serta 100%memiliki kasus gizi kurang,

10.6. Pendidikan Formal dan PAUD-HI

76-99% Desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen mendapat pendidikan formal/non-
formal dan hanya ada kisaran 61-80% layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini –
Holistik Integratif) di Kabupaten Sragen

10.7. Informasil Layak Anak

76-100% desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen memiliki ruang baca anak/layanan
informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik.

10.8. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kelurahan

Kawasan Tanpa Rokok tersebar di 76-100% seluruh sudut kelurahan dan desa di
Kabupaten Sragen , baik di sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah,
maupun fasilitas umum lainnya.

Gambar 10.5

Larangan Merokok di SDN Kroyo

Sumber: SDN Kroyo, 2024

Gambar 10.6

Larangan Merokok di Kecamatan
Karangmalang

Sumber: Kecamatan Karangmalang 2024
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10.9. Layanan Konsultasi Keluarga tingkat Desa /Kelurahan

Seluruh kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen memiliki kelompok konsultasi
keluarga yang berfungsi dengan baik dalam bentuk PUSPAGA, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Posyandu, maupun PIK-R, sehingga persentasenya 100%. Di semua
desa/kelurahan minimal memiliki 1 BKB dan dan BKR.

Gambar 10.7
Pembinaan BKB di Desa Celep

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 10.8
Pembinaan BKR di Kecamatan Gesi
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.10. Ruang Bermain Ramah Anak

Di Kabupaten Sragen terdapat sekitar 76-100 % desa dan kelurahan yang memiliki ruang/taman
bermain bagi anak

Gambar 10.9

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 10.10

Ruang Bermain Anak Kecamatan Tangen
Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024
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10.11. Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A)/PATBM

Dari 208 desa/kelurahan ada 198 desa/kelurahan telah memiliki Pos Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak (P4A) yang telah melaksanakan fungsi perlindungan anak. Berikut ini adalah
data PATBM di Kabupaten Sragen.

Tabel 10.3
Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) Kabupaten Sragen berdasarkan

Wilayah Desa/Kelurahan
N
O

KECAM
ATAN

DESA/KELURAHAN NAMA KEBIJAKAN

1 SRAGEN

1. Desa Kedungupit Sk Kepala Ds Kedungupit No 8 TAHUN 2018
2. Kelurahan Sragen
Tengah

-

3. Desa Tangkil SK Kepala Desa Tangkil No 463 / 112 / XII / 2018
4. Kelurahan Sragen
Kulon

-

5. Kelurahan Sine -
6. Kelurahan Sragen
Wetan

Sk Lurah Sragen Wetan No 463 / 08 / VIII / 2019

7. Kelurahan Nglorog -
8. Kelurahan Karang
Tengah

SK Lurah Karang Tengah No 460 / 10 / 37.6 / 2023

2 MASARAN

1. Desa Dawungan Sk Kepala Ds Dawungan No 460 / 045 / 060/ 2018
2. Desa Gebang Sk Kepala Ds Gebang No 32 Tahun 2022
3. Desa Jati Sk Kepala Ds Jati No 440 / 28 / X / 2018
4. Desa Jirapan Sk Kepala Ds Jirapan No 141 / 32- 05 / 2018
5.Desa Karang Malang Sk Kepala Ds Karangmalang No 460 / 06 / II / 2023
6. Desa Kliwonan Sk Kepala Ds Kliwonan No 07 TAHUN 2023
7. Desa Krebet Sk Kepala Ds Krebet No 4 TAHUN 2018
8. Desa Krikilan Sk Kepala Ds Krikilan No 13 TAHUN 2022
9. Desa Masaran Sk Kepala Ds Masaran No 12 TAHUN 2022
10. Desa Pilang Sk Kepala Ds Pilang No 32 TAHUN 2018
11. Desa Pringanom Sk Kepala Ds Pringanom No 33 TAHUN 2018
12. Desa Sepat Sk Kepala Ds Sepat No 463 / 09 / XIII / 2019
13.Desa Sidodadi Sk Kepala Ds Sidodadi No 460/205/01/2018

3 SIDOHARJ
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O 1. Desa Bentak SK Kepala Ds Bentak N0 441.5 / 09 / II / TAHUN
/2023

2. Desa Duyungan Sk Kepala Ds Duyungan No 20 TAHUN 2018
3. Desa Jambanan Sk Kepala Ds Jambanan No 07 TAHUN 2023
4. Desa Jetak Sk Kepala Ds Jetak No 460 / 27 / XII / 2018
5. Desa Pandak SK Kepala Ds Pandak No 450/
6. Desa Patihan Sk Kepala Ds No 463 / 25 / XII / 2018
7. Desa Purwosuman Sk Kepala Ds Purwosuman No 141 / 02 / II / 2022
8. Desa Sidoharjo Sk Kepala Ds Sidoharjo No 460 / 20 / X / 2018
9.Desa Singopadu Sk Kepala Ds Singopadu No 141 / 25 / VI / 2018

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

10. Desa Sribit SK Kepala Ds Sribit No 141 / 2 / II / 2023

11. Desa Taraman SK Kepala Ds Taraman No 141 / 02 / IV / 2022

12. Desa Patihan Sk Kepala Ds Patihan No 463 / 25 / XII / 2018

13. Desa Tenggak Sk kepala Ds Tenggak No 17 TAHUN 2018

4 KEDAWUNG

1. Desa Bendungan Sk Kepala Ds Bendungan No 141 / 23 / 10 /
2018

2. Desa Celep Sk Kepala Ds Celep No 141 / 61 / 02 / 2018
3. Desa Jenggrik Sk Kepala Ds Jenggrik No 441 / 31 / 12 / 2018
4. Desa Karang Pelem Sk Kepala Ds Karangpelem No 141 / 05 / 01 /

2018
5. Desa Kedawung Sk Kepala Ds Kedawung No 141 / 05 / 01 / 2019
6. Desa Mojodoyong Sk Kepala Ds Mojodoyong No 26 TAHUN 2018
7. Desa Mojokerto Sk Kepala Ds Mojokerto No 141 /19 /06 / 2018
8. Desa Pengkok SK Kepala Ds Pengkok No 414 / 20 / XII / 2018
9. Desa Wonokerso Sk Kepala Ds Wonokerso No 141 /34 /12 / 2018
10. Desa Wonorejo Sk Kepala Ds Wonorejo No 141 / 23-007 / X /

2018
5 KARANGMALA

NG
1. Kelurahan Kroyo SK Kepala Kel Kroyo No 560 / 08 / 67 / 2022
2. Desa Guworejo -
3. Desa Jurangjero Sk Kepala Ds Jurangjero No 445.7 / 08 / I / 2022
4. Desa Kedung Waduk Sk Kepala Ds Kedungwaduk No 11 TAHUN 2022
5. Desa Mojorejo Sk Kepala Ds Mojorejo No 141 / 17 / III / 2022
6. Desa Pelem Gadung Sk Kepala Ds Pelemgadung No 411 / 10 / II /

2022
7. Desa Plosokerep Sk Kepala Ds Plosokerep No 445 / 06 / II / 2022
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8. Kelurahan Plumbungan Sk Kep.Kelurahan No 800 / 47 b - 362 / 2022
9. Desa Puro Sk Kepala Ds Puro No 13 / III / 2022
10. Desa Saradan SK Kepala Ds Saradan No 440 / 02 / I / 2022

6 GESI
1. Desa Blangu Sk Kepala Ds Blangu No 02 TAHUN 2018
2. Desa Gesi Sk Kepala Ds Gesi No 25 TAHUN 2018
3. Desa Pilangsari Sk Kepala Ds Pilangsari No 25 TAHUN 2018
4.Desa Poleng Sk Kepala Ds Poleng No 16 TAHUN 2018
5. Desa Slendro Sk Kepala Ds Slendro No 144 / 19 / X / 2018
6. Desa Srawung Sk Kepala Ds Tanggan No 470 / 004.1 / I /2023
7. Desa Tanggan Sk Kepala Ds Blangu No 02 TAHUN 2018

7 TANGEN
1. Desa Denanyar Perdes Singopadu No 02 Tahun 2021

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

2. Desa Dukuh Sk Kepala Ds Dukuh No 463 / 112 / XII / 2018

3. Desa Galeh Sk Kepala Ds Galeh No 463 / 112 / XII / 2022

4. Desa Jekawal Sk Kepala Ds Jekawal No 463 / 19 / XII / 2022

5. Desa Katelan Sk Kepala Ds Katelan No 463 / 112 / XII / 2022

6. Desa Ngrombo Sk Kepala Ds Ngrombo No 463 / 112 / XII / 2022

7. Desa Sigit SK kepala Ds Sigit No 463 / 114 / XII / 2022

8 SUKODONO

1. Desa Baleharjo Sk Kepala Ds Baleharjo No 441.5 / 9 / I / 2023
2. Desa Bendo Sk Kepala Ds Bendo No 441.5 / 12-03 / 2023
3. Desa Gebang Sk Kepala Ds Jatitengah No 441.5 / 05 / 2022
4. Desa Jati Tengah Sk Kepala Ds Jatitengah No 441.5 / 06 / III /

2023
5. Desa Juwok Sk Kepala Ds Juwok No 463 / 07 / I / 2023
6. Desa Karang Anom Sk Kepala Ds Karanganom No 441.5 / 07 / III /

2023
7.Desa Majenang Sk Kepala Ds Majenang No 06 TAHUN 2023
8. Desa Newung Sk Kepala Ds Newung No 146 / SK-05 / I / 2023
9. Desa Pantirejo Sk Kepala Ds Pantirejo No 12 TAHUN 2023

9 MONDOKAN

1. Desa Gemantar Sk Kepala Ds Gemantar No 800 / KEP / PPA / III
/ 2023

2. Desa Jambangan SK Kepala Ds Jambangan No 041/ 11 / III / 2022
3. Desa Jekani Sk Kepala Ds Jekani No 16.a / KEP / PPA / III /

2018
4. Desa Kedawung Sk Kepala Ds Kedawung No 800 / KEP / PPA / III
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/ 2023
5. Desa Pare SK Kepala Ds Pare No 800 / 75 / III / 2022
6. Desa Sono Sk Kepala Ds Sono No 23 / KEP / PPA / X / 2018
7. Desa Sumberejo SK Kepala Ds Sumberejo No 800 / KEP / PPA / III

/ 2023
8. Desa Tempelrejo SK Kepala Ds Tempelrejo No 19 / KEP / PPA / III

/ 2018
9. Desa Trombol Sk Kepala Ds Trombol No 800 / KEP / PPA / III /

2023
10 JENAR

1. Desa Banyuurip SK Kepala Ds Banyuurip No 411 / 21 / II / 2023
2. Desa Dawung Sk Kepala Ds Kandangsapi No 141 / 08 / II /

2022
3. Desa Japoh Sk Kepala Ds Japoh No 24 TAHUN 2023
4. Desa Jenar SK Kepala Ds Jenar No 411 / 13 / II / 2022
5. Desa Kandang Sapi Sk Kepala Ds Kandangsapi No 141 / 08 / II /

2022

N
O

KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

6. Desa Mlale SK Kepala Ds Mlale No 411 / 27 / II / 2023

7. Desa Ngepringan Sk Kepala Ds Ngepringan No 141 / 020 / 002 /
2022

1
1

GONDANG

1. Desa Bumiaji Sk Kepala Ds Bumi Aji No 141 / 25 / IX / 2022

2. Desa Glonggong Sk Kepala Ds Glonggong No 463 / 018 / XII /
2018

3. Desa Gondang Sk Kepala Ds Gondang No 463 / 04 / XII / 2018

4. Desa Kaliwedi Sk Kepala Ds Kaliwedi No 33 / IX / 2022

5. Desa Plosorejo Sk Kepala Ds Plosorejo No 141 / 07 / IX / 2022

6. Desa Srimulyo Sk Kepala Ds Srimulyo No 141 / 09 / III / 2023

7. Desa Tegalrejo SK Kepala Ds Tegalrejo No 147.1 / 16 / TGRJ-02
/ XII / 2022

8. Desa Tunggul SK Kepala Ds Tunggul No 463 / 22 / XII / 2018

9. Desa Wonotolo -

1
2

SAMBUNGMACA
N 1. Desa Banaran Sk Kepala Ds Banaran No 474 / 08 / II / 2023

2. Desa Banyuurip SK Kepala Ds Banyuurip No 141 / 22.1 / III /
2022

3. Desa Bedoro SK Kepala Ds Bedoro No 463 / 10 / III / 2022
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4. Desa Cemeng SK Kepala Ds Cemeng No 463 / 16 / II / 2023
5. Desa Gringging SK Kepala Ds Gringging No 17 / IV / 2022
6. Desa Karanganyar SK Kepala Ds Karanganyar No 26 TAHUN 2022
7. Desa Plumbon SK Kepala Ds Plumbon No 463 / 19 / XII / 2022
8. Desa Sambungmacan Sk Kepala Ds Sambungmacan No 463 / 17 / XII /

2021
9. Desa Toyogo SK Kepala Ds Toyogo No 400 / 6 / I / 2022

1
3

NGRAMPAL

1. Desa Bandung Sk Kepala Ds Bandung No 26 TAHUN 2018
2. Desa Bener Sk Kepala Ds Bener No 21 TAHUN 2018
3. Desa Gabus Sk Kepala Ds Gabus No 04 TAHUN 2023
4. Desa Karangudi SK Kepala Ds Karangudi No 463 / 22 / 049 /

2018
5. Desa Kebonromo Sk Kepala Ds Kebonromo No 13 TAHUN 2018
6. Desa Klandungan Sk Kepala Ds Klandungan No 411.2 /28 / KEP / X

/ 2018
7. Desa Ngarum SK Kepala Ds Ngarum 411.2 / 16 / XII / 2018
8. Desa Pilangsari SK Kepala Ds Pilangsari No 12 TAHUN 2023

14 SAMBIREJO
1. Desa Blimbing SK Kepala Ds Blimbing No 463 / 7 / I / 2023
2. Desa Dawung SK Kepala Ds Dawung No 463.12 / 17 / Xll /

2018
NO KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN

3. Desa Jambeyan Perdes Jambeyan No 03 TAHUN 2020
4. Desa Jetis Perdes Jetis No 140 / 3 / lV / 2020
5. Desa Kadipiro Perdes Kadipiro No 02 TAHUN 2020
6. Desa Musuk Perdes Musuk No 141 / 02 / lll /2021
7. Desa Sambi Perdes Sambi No 02 TAHUN 2020
8. Desa Sambirejo Perdes Sambirejo No 01A TAHUN 2021
9. Desa Sukorejo Perdes Sukorejo No 045/05/050.2001/l/2021

15 GEMOLONG
1. Desa Brangkal SK kepala Ds Brangkal No 463 / 008 / II / 2023
2. Kelurahan Gemolong Sk Kepala Ds Gemolong No 147.261 / 01 C /

40.3 / 2023
3. Desa Geneng Duwur Sk Kepala Ds Geneng Duwur No 140 / 03-2007 /

II / 2023
4.Desa Jatibatur Sk Kepala Ds Jatibatur No 463 / 012 / II / 2023
5. Desa Jenalas Sk Kepala Ds Jenalas No 463 / 07-2012 / II /

2023
6. Desa Kalangan Sk Kepala Ds Kalangan No 141.13 / 14 / II /

2023
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7. Desa Kaloran Sk Kepala Ds Kaloran No 12 TAHUN 2023
8. Kelurahan Kragilan -
9. Kelurahan Kwangen SK kepala Lurah Kwangen No 147.261 / 08 / II /

2023
10. Desa Nganti SK Kepala Ds Nganti No 04 / III / 2023
11. Kelurahan Ngembat
Padas

SK Kepala Lurah Ngembat Padas No 463.22 /
27-040.1 / 2023

12. Desa Peleman Sk Kepala Ds Purworejo No 463 / 009 / II / 2023
13. Desa Purworejo Sk Kepala Ds Tegaldowo No 141 / 09 / II / 2023
14. Desa Tegaldowo SK kepala Ds Brangkal No 463 / 008 / II / 2023

16 TANON
1. Desa Bonagung SK Kepala Ds No 474 / 04 / XII / 2018
2. Desa Gabugan Sk Kep Ds Gabugan No 141 / 05 / IV / 2019
3. Desa Gading SK Kepala Ds Gading No 474 / 2 / l / 2019
4. Desa Gawan SK Kepala Ds Gawan No 474 / 03 / l / 2019
5. Desa Jono SK Kepala Ds Jono No 141 / 05 / IV / 2019
6. Desa Kalikobok SK Kepala Ds Kalikobok No 05 TAHUN 2019
7. Desa Karang Talun SK Kepala Ds Karangtalun No 474 / 02 / II /

2019
8. Desa Karangasem SK Kepala Ds Karangasem No 474 / 01 / XII /

2018
9. Desa Kecik SK Kepala Ds Kecik No 463 / 07 / IV / 2019
10. Desa Ketro SK Kepala Ds Ketro No 07 TAHUN 2019
11. Desa Padas SK Kepala Ds Padas No 474 / 10 / 09 / 2019
12. Desa Pengkol Sk Kepala Ds Pengkol No 474 / 10 / l / 2018
13. Desa Sambi Duwur SK Kepala Ds Sambiduwur No 474 / 4 / II / 2019

NO KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN
14. Desa Slogo SK Kepala Ds Slogo No 474 / 01 / XII / 2018
15. Desa Suwatu SK Kepala Ds Suwatu No 474 / 3 / II / 2019
16. Desa Tanon SK Kepala Ds Tanon No 474 / 03 / I / 2019

17 SUMBERLAWANG
1. Desa Cepoko -
2. Desa Hadiluwih SK Kepala Ds Hadiluwih No 476 / 13 / XI / 2021
3. Desa Jati SK Kepala Ds Jati No 05 Tahun 2019
4. Desa Kacangan SK Kepala Ds Kacangan No 463 / 22 / III / 2023
5. Desa Mojopuro SK Kepala Ds Mojopuro No 480/I/I/2019
6. Desa Ngandul SK Kepala Ds Ngandul No 141 / 01 / X / 2021
7. Desa Ngargosari SK kepala Desa Ngargosari No 141 / 15 / I /

2023
8. Desa Ngargotirto SK Kepala Ds Ngargotirto No 460 / 08 / III /

2023
9. Desa Pagak -
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10. Desa Pendem SK Kepala Ds Pendem No 440 / 22 / XII / 2021
11. Desa Tlogo Tirto SK Kepala Ds Tlogotirto No 140 / 13 / IX / 2021

18 PLUPUH
1. Desa Cangkol SK Kepala Ds Cangkol No 141/10/ III / 2022
2. Desa Dari Sk Kepala Ds Dari No 140 / 09 / 2022
3. Desa Gedongan SK Kepala Ds Gedongan No 800 / 003 / III /

2022
4. Desa Gentan Banaran Sk Kepala Ds Gentanbanaran No 441.5 / 13 / III

/ 2022
5. Desa Jabung SK Kepala Ds Jabung No 141 / 21 / III / 2022
6. Desa Jembangan SK Kepala Ds Jembangan No 141 / 09 / III /

2022
7. Desa Karang Anyar SK Kepala Ds Karanganyar No141 / 08 / III /

2022
8. Desa Karangwaru SK Kepala Ds Kr. Waru No 141 / 08 / III / 2022
9. Desa Karungan Sk Kepala Ds Karungan No 260 / 22 / III / 2022
10. Desa Manyarejo SK Kepala Ds Manyarejo No 441.5 / 09 / III /

2022
11. Desa Ngrombo SK Kepala Ds Ngrombo No141 / 07 / III / 2022
12. Desa Plupuh Sk Kepala Ds Plupuh No 141 / 017 / III / 2022
13. Desa Pungsari Sk Kepala Ds Pungsari No 800 / 13 / III / 2022
14. Desa Sambirejo Sk Kepala Ds Sambirejo No 141 / 17 / III / 2018
15. Desa Sidokerto SK Kepala Ds Sidokerto No 141 / 23 / III /

2022
16. Desa Somomoro
Dukuh

SK Kepala Ds Sidokerto No 141 / 23 / III / 2022

19 MIRI
1. Desa Bagor Sk Kepala Ds Bagor No.141 / 14 / I / 2023
2. Desa Brojol Sk Kepala Ds Brojol No.463 / 05 / I / 2019
3. Desa Doyong Sk Kepala Ds Doyong No . 141 / 04 / I / 05 /

2023
4. Desa Geneng Sk Kepala Ds Geneng No . 463 / 12 / VI / 2021
5. Desa Gilirejo Sk Kepala Ds Gilirejo No . 8 TAHUN 2023
6. Desa Gilirejo Baru Sk Kepala Ds Gilirejo Baru No . 463 / 4 / I / 2023

NO KECAMATAN DESA NAMA KEBIJAKAN
7. Desa Girimargo Sk Kepala Ds Girimargo No . 4 / I / 2023
8. Desa Jeruk Sk Kepala Ds Jeruk No . 463 / 8 / II / 2023
9. Desa Soko Sk Kepala Ds Soko No . 05 TAHUN 2023
10. Desa Sunggingan Sk Kepala Ds Sunggingan No 140 / 05 / SK / I /

2023
20 KALIJAMBE

1.Desa Banaran Sk Kepala Desa Banaran No. 463 / 23 / 2009 /
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2023
2. Desa Bukuran Sk Kepala Desa Bukuran No. 141 - 07 - XII -

2022
3. Desa Donoyudan Sk Kepala Desa Donoyudan No 463 / 08 / II /

2023
4. Desa Jetis Karangpung Sk Kepala Ds Jetis Karangpung No 400 / 04 / I /

2022
5. Desa Kalimacan Sk Kepala Desa Kalimacan No 463 / 05 / II /

2023
6. Desa Karangjati SK Kepala Desa Karangjati No 19 TAHUN 2022
7. Desa Keden Sk Kepala Desa Keden No 141 / 039 / III / 2022
8. Desa Krikilan Sk Kepala Desa Krikilan No. 10 TAHUN 2022
9. Desa Ngebung SK Kepala Desa Ngebung No.141 / 03.A / III /

2022
10. Desa Sambirembe Sk Kepala Desa Sambirembe No 414.1 / 06 / II /

2023
11. Desa Saren Sk Kepala Desa Saren No 476 / 11 / 2022
12. Desa Tegalombo SK Kepala Desa Tegalombo No 440 / 08 / 05 / II

/ 2023
13. Desa Trobayan SK Kepala Desa Trobayan No 141 / 35 / XI /

2022
14. Desa Wonorejo Sk Kepala Desa Wonorejo No 141 / 10 / II /

2023

Gambar 10.11

Kegiatan PATBM Desa Doyong

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Gambar 10.12

Kegiatan PATBM Desa Geneng

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

Sumber : Evaluasi KLA Kabupaten Sragen, 2024
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10.12. Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Di Kabupaten Sragen masih ada pekerja anak, yaitu anak yang bekerja di
perkebunan/pertanian/assisten rumah tangga, namun demikian upaya pendataan dan
pencegahan pekerja anak dilakukan melalui pendamping PKH yang melakukan pendataan anak
yang bekerja /anak putus sekolah dan anak tidak sekolah kemudian data tersebut divalidasi dan
dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya anak-anak
tersebut akan dikembalikan ke sekolah formal maupun non formal

Gambar 10.13
Desk Hasil Tracking ATS PKH

Sumber: Evaluasi KLA Sragen, 2024

10.13. Buku Profil Desa dan Kelurahan Layak Anak

Dari 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen, baru kisaran 26-50% yang memiliki Buku Profil
Desa dan kelurahan layak anak
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